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ABSTRAK 

"Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016)".  

Oleh : Rara Elvrina Lucia NIM. 1811120018  

Pembimbing I : Dr. Miti Yarmunida, M.Ag dan Pembimbing II : Etry Mike M.H. 

Tujuan peneliti ini untuk menguraikan suatu permasalahan mengenai 

bagaimana Analisis Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Subrogasi dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dengan Subrogasi berdasarkan Prinsip Syariah 

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan bagaimana 

penyelesaian hutang melalui subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jenis 

penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian normatif dengan pendekatan 

komperatif. Hasil penelitian ini adalah terdapat persamaan dan perbedaan, 

persamaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu perubahan 

kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur, pembayaran atau pelunasan atau pihak 

ketiga atas piutang kreditur. Sedangkan subrogasi Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama ini terjadi melalui akad perjanjian, keduanya sama-sama 

mensyaratkan piutang yang sesuai dengan Undang-undang dan memiliki jalur 

penyelesaian sengketa litigasi dan non litigasi.  Sedangkan perbedaan subrogasi 

pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu, Hukum halal dan haram dalam 

pandangan Islam, pembayaran sebagian tetap menyebabkan subrogasi pada Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan  Fatwa harus lunas keterlibatan 

debitur yang tidak ada di subrogasi syariah, piutang harus sah sesuai dengan 

syariah pada subrogasi syariah, subrogasi bisa terjadi berdasarkan Undang-undang 

pada subrogasi menurut pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi juga dapat ditempuh dengan dua 

cara, yaitu melalui pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Upaya hukum melalui 

jalur pengadilan lebih dikenal rumit karna biaya yang sangat mahal, terlebih 

dengan masa sidang yang sangat panjang. Subrogasi yang berdasarkan Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata memiliki alur penyelesaian hutang yang sama 

dengan perikatan lain, adapun jalur alternatif yang bisa ditempuh,dan sesuai 

dengan Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan alternatif penyelesaian hutang, salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

Kata Kunci: Subrogasi, Subrogasi Syariah, Komparatif, Kelebihan, Kekurangan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kehidupan manusia pada hakikatnya tidak ada yang kekal, manusia 

sebagai makhluk Tuhan yang dianugrahi suatu kelebihan mempunyai 

kemampuan mencari upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia 

dengan akal budinya berupaya menanggulangi rasa tidak aman menjadi rasa 

aman, dari ketidakpastian  menjadi suatu kepastian, sehingga manusia dapat 

menghindari atau mengatasi resiko-resikonya, baik secara individual atau 

kolektif. Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu 

keadaan yang tidak pasti, hal yang dilakukan manusia menghindari atau 

melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluaar dirinya.
1
 

Dalam hutang piutang, islam menganjurkan untuk segera untuk 

melunasinya. Karena bagi orang-orang yang suka menunda-nunda atau 

enggan membayar hutang padahal ia mampu untuk membayarnya, maka ia 

termasuk orang yang dzalim dan akan memperoleh dosa besar.
2
 Namun, 

terdapat toleransi dan kemurahan bagi orang yang berutang dapa mengalihkan 

hutangnya kepada pihak lain. Hal tersebut dalam muamalah disebut dengan 

Hawalah. Hawalah adalah pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan 

seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran 

hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga, karena pihak ketiga 

berhutang kepada pihak pertama dan pihak pertama berhutang kepada pihak 

                                                           
1
 Sri Rezeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 

2001, h.  2-3. 
2

 A. Khumedi Ja‟far, Hukum Islam di Indonesia (Bandar Lampung: Permatanet 

Publishing), h. 127 



 

kedua. Mungkin saja pihak pertama berhutang kepada pihak ketiga dan pihak 

kedua berhutang kepada pihak pertama, baik pemindahan (pengalihan) itu 

dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
3
 

Konsep penyelesaian hutang seperti Subrogasi sebenarnya sudah ada pada 

lembaga keuangan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah Fatwa 

yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui perangkat 

organisasinya yaitu Dewan Syariah Nasional. Fatwa tersebut jadi doktrin 

hukum bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Setidaknya ada tiga 

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

mengaturnya sampai pada akhir tahun 2015. Fatwa tersebut diantaranya Fatwa 

Nomor : 12/DSN/MUI/IV/2000 tentang Hawalah, Fatwa Nomor : 58/DSN-

MUI/V/2007 tentang Hawalah Bil Ujrah dan Fawa Nomor : 90/SDN-

MUI/XII/2013 tentang pengalihan pembiayaan murabahah antar lembaga 

keuangan syariah. Dari ketiganya belum ada yang dapat mengakomodir secara 

konkrit permasalah Subrogai. 

Subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh pihak keiga yang membayar 

kepada debitur. Bertujuan untuk menggantikan kedudukan kreditur lama, 

bukan membebaskan debitur dari kewajiban membayar hutang kepada 

kreditur.
4
 Yang diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. 

Subrogasi Syariah adalah pergantian hak da’in lama oleh da’in baru 

karena piutang da’in lama dilunasi oleh da‟in baru prinsip Syariah. Da’in 

adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). Madin adalah pihak yang 

memiliki kewajiban untuk membayar hutang. Akad pengalihan hutang 

(hiv’lah al-haq) adalah perjanjian (akad) antara da’in dengan pihak ketiga 

(da‟in baru) dalam rangka mengalihkan piutangnya. Secara sederhana, prinsip 

subrogasi adalah hak penanggung untuk menunut pihak ketiga yang 

                                                           
3
 M. Ali Hasan, Berbagai  Macam Transaksi dalam Islam ( Fiqh Muamalah), (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2003), h. 219.  
4
 M Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, (Bandung: Alumni, 1982), h. 129. 



 

menimbulkan kerugian setelah penanggung menyelesaikan kewajibannya 

kepada tertanggung.
5
 

Pendapat lain, C. Asser mengatakan bahwa hanya perikatan antara kreditur 

lama dengan debituryang hapus, maka kreditur lama tidak dapat lagi menuntut 

kepada debitur. Tetapi debitur tetap mempunyai kewajiban untuk membayar 

hutang kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. Umumnya, pembayaran 

dalam arti yuridis menghasilkan suatu keadaan absolut atau relatif. Keadaan 

absolut ini dapat tercapai jika kedua belah pihak telah membayar (memenuhi) 

kewajiban masing-masing. Seperi halnya dalam jual beli ketika seorang 

pembeli telah membayar senilai barangg yang dibeli, kemudian penjual juga 

telah menyerahkan barangnya maka perjanjian jual belinya telah selesai. 

Sedangkan pembayaran dalam subrogasi merupakan pembayaran yang 

menghasilkan keadaan relatif, artinya pihak ketiga membayar kreditur baru. 

Dengan demikian perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur tetap harus 

membayar hutang sesuai dengan yang dipinjamannya, hanya saja subjek 

krediturnya berubah.
6
 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kitab hukum yang masih 

digunakan sebagai sumber hukum perdata Belanda sejak masa kolonial.
7
 

Sejauh ini peraturan perundang-undangan yang mengatur subrogsi hanya ada 

pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai Pasal 1403. 

Kehadiran subrogasi dalam Fatwa Sewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesa (MUI) menimbulan  sebagai pertanyaan. Apakah terdapat 

kehrmonisan antara Fatwa dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, Lalu sejauh mana kesesuaian konsep subrogasi ketika 

dituangkann kedalam kontrak perjanjian, baik berdasarkan KUHPerdata 

                                                           
5
 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Subrogasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah, (Jakarta: 201), h. 7. 
6
 Tan Thong Kie, Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris (Jakarta: PT Ichtiar 

Baru Van Hoeve, 2007), h. 683. 
7
 Edukasi PPKN, Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Perdata 

di Indonesia. Artikel Diakses Pada Tanggal 20 Januari 2022 dari 

http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-undang-undang.html?m=1// 



 

maupun Fatwa. Serta bagaimana perbandingan antara ketentuam hukum 

keduanya didalam kontrak perjanjian, dan bagaimana penyelesaiannya hutang 

melalui subrogasi berdasarkan KUHPerdata dan Fatwa. Permasalahan diatas 

perlu diketahui sebagai landasan penyusunan strategi dalam mengatasi 

pembiayaan bermasalah. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis 

permasalahan tersebut. Oleh karena itu penulis ingin membahas masalah 

tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul “Penyelesaian Hutang 

Melalui Subrogasi (Studi Komperatif Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016)”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana analisis persamaan dan perbedaan ketentuan subrogasi 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan subrogasi 

berdasarkan prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia? 

2. Bagaimana penyelesaian Hutang Melalui subrogasi dalam kitab 

Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia? 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti ada tujuan yang hendak dicapai berdasarkan 

rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan 

subrogasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan 

Subrogasi berdasrkan prinsip Syariah dalam Fatwa DSN MUI. 



 

2. Untuk menjelaskan bagaimana penyelesaian hutang melalui subrogasi 

dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa DSN MUI. 

D. Kegunaan penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan penulis diatas, kegunaan 

penelitian ini yaitu:  

1. Kegunaan Secara teoritis, kegunaan dari hasil penelitian ini diharapkan 

agar menjadi bahan pendalaman maupun pengembangan ilmu 

pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi Syariah 

berkaitan dengan.penyelesaian hutang melalui subrogasi 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana untuk memperdalam dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, serta melatih dalam membuat 

laporan di bidang penelitian ilmiah. 

b. Bagi Fakultas Syariah dan Prodi Hukum Ekonomi Syariah, yaitu 

dapat dijadikan sebagai bahan tambahan informasi dan tambahan 

kepustakaan dalam mengembangkan ilmu Hukum Islam yang 

berkaitan dengan Hukum Ekonomi Syariah (Muammalah). 

c. Penelitian yang dilakukan dengan tujuan agar dapat membantu 

memberi pemahaman sehingga berguna bagi masyarakat 

khususnya bagi penyelesaian hutang melalui subrogasi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

E. Penelitian Terdahulu 

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan 

beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis 

baca sebagai berikut: 

Judul Skripsi/Jurnal Persamaan Perbedaan 

“Analisis tentang subrogasi 

dalam Undang-Undang Hak 

tanggungan dikaitkan 

dengan Pasal 1402 Kitab 

Undang-undang Hukum 

Perdata”.
8
 

Sama-sama 

membahas 

Subrogasi. 

1. Menganalisis subrogasi 

dalam Undang-undang 

hak tanggungan dalam 

pasal 1402 Kitab 

Undang-undang Hukum 

perdata. 

2. Bagaimana penyelesaian 

hutang melalui  

subrogasi dalam Kitab 

Undang Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa DSN 

MUI. 

“subrogasi sebagai upaya 

hukum terhadap  

penyelamatan benda 

jaminan milik pihak ketiga 

dalam hal debitur 

wanprestasi”.
9
 

Sama-sama 

membahas 

subrogasi. 

1. Membahas tentang 

kedudukan subrogasi 

terhadap  penyelamatan 

benda jaminan milik 

pihak ketiga dalam hal 

debitur wanprestasi. 

2. Bagaimana penyelesaian 

hutang melalui  

subrogasi dalam Kitab 

Undang Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa DSN 

MUI. 

“implementasi subrogasi 

dengan lastgeving sebagai 

instrumen hukum dalam 

peralihan hak atas tanah”.
10

 

Sama-sama 

membahas 

subrogasi. 

1. membahas tentang 

implikasi dari adanya 

subrogasi dengan 

pemberian surat kuasa 

lastgiving  terkait 

peralihan hak atas tanah 

                                                           
8

 Aditya Bacharsyah putra Sri Turatmiyah dan Sri Handayani, Analisis Tentang 

Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1402 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Jurnal Sriwijaya University, Tahun 2019. 
9
 Ni Komang Nopitayuni, Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap  Penyelamatan 

Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal Debitur Wanprestasi, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu 

Hukum 5 (1), tahun 2017. 
10

 Yunesha Ratih Fitriani, Implementasi Subrogasi Dengan Lastgeving Sebagai Instrumen 

Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Universitas Islam Indonesia, tahun 2017. 



 

dan menguraikan upaya 

penyelesaian terhadap 

implikasi dalam 

pelaksanaan penerapan 

subrogasi melalui surat 

kuasa lastgiving dalam 

peralihan hak atas tanah. 

2. Bagaimana penyelesaian 

hutang melalui  

subrogasi dalam Kitab 

Undang Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa DSN 

MUI. 

“subrogasi dalam 

pembiayaan murabahah 

dalam persepektif Hukum 

Ekonomi Syariah di PT 

Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Surade-

JampangKulon”.
11

 

Sama-sama 

membahas 

subrogasi. 

1. Menjelaskan tentang PT 

BSM KCP Surade-

Jampangkulon dalam 

menyalurkan 

pembiayaannya 

mewajibkan kepada 

nasabahnya untuk 

memberikan asset yang 

dapat dijadikan jaminan 

dalam mengajukkan 

pembiayaannya. 

2. Bagaimana penyelesaian 

hutang melalui  

subrogasi dalam Kitab 

Undang Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa DSN 

MUI. 

“Aspek Hukum Subrogasi 

dalam perjanjian kredit 

Bank dengan Jaminan hak 

tanggungan jika terjadi 

kredit macet”.
12

 

Sama-sama 

membahas 

subrogasi. 

1. menjelaskan tentang 

Apabila terjadi kredit 

macet kreditur 

mempunyai hak 

eksekutorial terhadap 

benda jaminan. Suatu 

perjanjian pengalihan 

kredit yang dijamin 

dengan hak tanggungan 

dari kreditur lama 

kepada kreditur baru 
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dilakukan di depan 

notaris sehingga 

mempunyai kekuatan 

hukum yang mengikat 

para pihak, Secara 

hukum hak dan 

kewajiban kreditur baru 

sama dengan kreditur 

lama. 

2. Bagaimana penyelesaian 

hutang melalui  

subrogasi dalam Kitab 

Undang Undang Hukum 

Perdata dan Fatwa DSN. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan jenis riset keperpustakaan (Library 

Research). Keperpustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan 

pengambilan data dari buku-buku, artikel, majalah, pesan berita dan 

sumber data yang lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, 

baik diperpustakaan maupun ditempat-tempat lain.
13

  

Penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan 

karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya, pertama 

sumber data tidak selalu bisa didapatkan dari lapangan. Adakalanya 

sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen 

dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal,buku maupun literatur lainnya. 

Jenis penelitian yang digunakan ini merupakan jenis penelitian 

normatif, penelitian ini ialah suatu penelitian yang difokuskan untuk 

mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma didalam hukum 

positif. Dalam penelitian hukum normatif, penelit melakukan 
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pengumpulan bahan-bahan, baik yang dipublikasi maupun yang tidak, 

berkenaan dengan bahan hukum positive yang dikaji.
14

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan komperatif 

(Comparative Approach), yaitu dengan membandingkan peraturan hukum 

dengan peraturan hukum lain dalam tema hukum yang sama.
15

 Peraturan 

yang dibandingkan di dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) sebagai salah satu doktrin Hukum Ekonomi 

Syariah di Indonesia.  

Pendekatan selanjutnya penulis menganalisis sejauh mana kesesuaian 

konsep subrogasi ketika dituangkan ke dalam perjanjian, baik itu 

berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pedata maupun Fatwa. Serta  

bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan pelaksanaan 

keduanya didalam kontrak perjanjian dan bagaimana penyelesaian hutang 

melalui subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia. 

2. Objek Penelitian 

Objek dari Penelitian ini terdiri dari sebagai berikut : 

a. Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan 1403 

Tentang Subrogasi. 

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 

104/DSN/MUI/X/2016 Tentang Hiwalah. 

3. Sumber dan Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

a) Bahan Hukum  

Sumber bahan hukum yang dibutuhkan dalam 

mengumpulkan pada Penelitian ini terdiri sebagai berikut :  

1) Bahan Hukum Primer  
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Dalam penentuan bahan hukum primer sebagai bahan utama 

(pokok) dalam Penelitian ini, Peneliti merujuk pada Undang-

Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan 1403 Tentang 

Subrogasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016 Tentang Hiwalah. 

2)   Bahan Hukum Sekunder  

Dalam bahan hukum sekunder Peneliti merujuk sebagian 

literatur yang memuat data tentang objek Penelitian di atas 

sehingga bisa dijadikan sebagi sumber rujukan Peneliti dalam 

melakukan Penelitian ini, yakniUndang Undang, KHES, skripsi, 

berita, artikel yang terpaut dengan objek penelitian.  

b) Teknik Pengumpulan Bahan hukum 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara dokumentasi, karena jenis penelitian ini adalah 

penelitian kepustakaan. Kepustakaan adalah penelitian yang bersumber 

dari data emperik yang primer maupun skunder yang berasal dari 

buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal ataun yang lainnya yang 

bersangkutan dengan penelitian. Bahan hukum tersebut bisa dilakukan 

dengan membaca, melihat, mendengarkan, dan lainnya.  

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian.
16

 Dokumentasi juga dapat digunakan 

karena sumber yang stabil, kaya dan mendorong. Dengan 

menggunakan teknik dokumentasi, maka diharapkan peneliti lebih 

terperinci karena sumber yang dicari merupakan sumber penting yang 

berkaitan pada penelitian tersebut. 
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4.   Teknik Analisis Bahan Hukum  

Pada Penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data yang 

penulis gunakan metode komperatif, yaitu dengan membandingkan suatu 

masalah ke masalah yang lainnya. Dari keseluruhan bahan dan data-data 

yang terkumpul, selanjutnya dilakukan pengelompokkan berdasarkan isu 

yang peneliti dapat. Kemudian diuraikan dan diteliti sehingga dapat 

memperoleh informasi dan pembahasan yang sistematis. Data-data yang 

sudah terkumpul akan dianalisis kemudian peneliti simpulkan, sehingga 

perumusan masalah dapat terjawabkan.  

Sebagai suatu acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisa 

permasalahan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum 

diaplikasikan untuk menjelaskan tentang fakta hukum, atau 

mengkomparisi dengan isu atau permasalahan hukum yang terjadi, secara 

sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, dan 

ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan 

bahan kajian sebagai bahan komparatif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

G. Sistematika Penelitian  

Untuk lebih memudahkan dalam membaca dan memahami isi dari skripsi 

ini secara keseluruhan, penulis membuat sistematika atau garis besar dari 

penulisan skripsi ini yang terbagi menjadi 4 (empat) bab, dengan sub-sub bab 

yang masing-masing diuraikan sebagai berikut: 

BAB I. Pendahuluan bab ini tersusun atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan Penelitian, kegunaan Penelitian, Penelitian terdahulu, metode 

Penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II Kajian Teori, bab ini tersusun atas teori-teori yang relevan 

berdasarkan permasalahan. Yakni Teori Subrogasi, Hutang Piutang dan 

Hiwalah. 

BAB IIIBab ini berisikan Hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri 

dari analisis dari peneliti terhadap penyelesaian utang melaluiSubrogasi(Studi 

Komperatif kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN/MUI/X/2016). 

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Subrogasi 

1. Pengertian Subrogasi 

Berdasarkan KUH Perdata, subrogasi adalah penggantian hak-hak 

(piutang) kreditur lama oleh pihak ketiga atau kreditur baru yang membayar, 

dimana subrogasi terjadi karena adanya pembayaran yang dilakukan pihak 

ketiga.
17

 Yang dimaksud dengan hak-hak kreditur disini adalah hak-hak yang 

dipunyai oleh kreditur terhadap debiturnya, sedangkan pihak ketiga adalah 

pihak yang bukan kreditur maupun debitur. Pihak ketiga memperoleh 

subrogasi karena ia membayar hutang-hutang debitur. Yang bertujuan untuk 

menggantikan kedudukan kreditur lama, bukan untuk membebaskan debitur 

dari kewajiban membayar hutang kepada kreditur.
18

 

Dari pengertian tersebut maka tidak heran pembayaran tidak dapat 

dipisahankan dengan subrogasi. Karena subrogasi sendiri terjadi sebagai 

akibat pihak ketiga melakukan pembayaran atas piutang kreditur, ataupun 

pihak ketiga meminjami debitur sejumlah apa yang menjadi hutang untung 

dibayarkan kepada debitur. Pembayaran tadi menjadi pihak ketiga, 

mengambil alih kreditur lama gna mendapatkan pembayaran dari debitur.
19

 

Pokok subrogasi adalah terjadi penggantian kreditur, sedangkan 

perjanjian dan isinya tidak berubah. Proses terjadinya subrogasi terdapat 

beberapa pendapat. Misalnya, pendapat terjadi pembayaran maka perikatan 

antara kreditur lama menjadi dihapus dan kemudian dihidupkan lagi guna 

kepentingan pihak ketiga sebagai kreditur baru. Pendapat ini sama seperti 

yang diungkapkan oleh R Subekti sebagaimana dikutip oleh Suharnoko dan 
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Hartati yang menerangkan bahwa, hutang piutang yang lama harus 

dihapuskan walaupun hanya satu detik, kemudian dihidupkan lagi guna 

kepentingan kreditur baru. Sehingga pihak ketiga akan merasa aman dengan 

kondisi tersebut. Karna sudah ada ketentuan mengenai subrogasi yang diatur 

dalam pasal 1400 sampai pasal 1403 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUH Perdata).
 20

 

Umumnya, seperti halnya dalam jual beli. Ketika seseorang pembeli 

telah membayar senilai barang yang dibeli, kemudian penjual telah 

menyerahkan barangnya, maka perjanjian jual belinya telah selesai. Ini, 

menurut pembayaran dalam arti yuridis sedangkan pembayaran dalam 

subrogasi yaitu pembayaran yang dapat menghasilkan keadaan relatif, artinya 

pihak ketiga membayar kreditur dan pihak ketiga inipun menggantikan hak 

kreditur tersebut, sehingga ia menjadi kreditur baru. Dengan demikian 

perjanjian hutang piutang tetap ada, debitur harus membayar hutangnya 

sesuai dengan yang dipinjaminya hanya saja subjek krediturnya berubah.
21

 

Keadaan diatas menunjukkan bahwa tujuan subrogasi untuk 

memberikan kedudukan yang lebih kuat dan jaminan terhadap pihak yang 

telah tesedia membayar hutangnya. Seolah-olahn subrogasi tersebut 

merupakan pinjaman debitur kepada pihak ketiga untuk dibayarkan kepada 

kreditur. Oleh karena itu debitur masih memiliki kewajiban untuk melakukan 

pengembalian atas pinjaman itu kepada pihak ketiga. 

2. Dasar Hukum Subogasi 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1400 sampai dengan 

pasal 1403 tentang Subrogasi. 

 

 

                                                           
20

 Suharnoko dan Endah Hartati, Doktrin Subrogasi,..,  h. 101 
21

 Moh. Luthfi Mahrus, Analisis Pencatatan  Piutang  Subrogasi Pada  Perusahaan 

Penjamin,..., Vol.4 No.1, 2020. 



 

3. Unsur-Unsur Subrogasi 

Setidaknya ada tiga unsur-unsur subrogasi sebagaimana terkandung 

dalam pasal 1400 Kitab Undang-Undang HukumPerdata, sebagai berikut:
22

 

a. Perpindahan Hak Kreditur Kepada Pihak Ketiga 

Penggantian atau perpindahan hak kreditur kepada pihak ketiga 

merupakan akibat dari subrogasi. Hak kreditur disini adalah hak-

hak yang dimiliki oleh kreditur terhadap debiturnya, sedangkan 

pihak ketiga adalah pihak yang bukan kreditur maupun debitur. 

Pihak ketiga memperoleh subrogasi tersebut karena ia membyar 

hutang debitur. Dengan demikian bukan berarti setiap pembayaran 

yang dilakukan pihak ketiga atas hutang debitur dapat 

dikategorikan peristiwa subrogasi. Karena ada prinsipnya, 

pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak menimbulkan 

subrogasi atau bahkan tagihan baru. Hanya saja dalam kondisi-

kondisi tertentu Undang-undang menentukan lain. 

b. Pembayaran oleh pihak ketiga 

Mendapatkan hak-hak subrogasi jika pembayaran yang dilakukan 

kepada kreditur atas piutang yang sah dan dapat dilakukan 

subrogasi, kalau debitur ternyata tidak punya hutang kepada 

kreditur. Hal ini sudah dilakukan pembayaran, maka tidak terjadi 

subrogasi dan pihak ketiga tidak dapat menagih debitur untuk 

uang yang telah dibayarkan kepada debitur. 

c. Terjadi melalui perjanjian dan Undang-undang 

Unsur terakhir ini sebagaimana ada dalam dalam pasal 1402 dan 

1403 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Unsur ini akan 

dijelaskan kemudian pada sub yang mengenai pembagian 

subrogasi. 
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4. Akibat Hukum 

Akibat hukum subrogasi yang nyata adalah teralihnya hak tuntutan dan 

kedudukan kepada pihak ketiga. Sehingga setelah dilakukan subrogasi, 

debitur harus membayar hutangnya kepada pihak ketiga. Peralihan kedudukan 

tersebut meliputi segala hak tuntutan.
23

 Pinjam meminjam uang merupakan 

suatu perjanjian pokok yang biasanya diikuti oleh berbagai perikatan lainnya, 

seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak tanggungan sebagai perjanjian accesoir. 

Sifat perjanjian accesoir merupakan mengikuti perjanjian pokoknya, sehingga 

dengan subrogasi maka hak kreditur sbagai pemegang gadai, fidusia hipotek 

dan hak tanggungan juga beralih ke pihak ketiga sebagai kreditur baru.
24

 

Namun demikian perlu juga diperhatikan keabsahan perjanjian 

pokonya, yaitu perjanjian pinjam meminjam uang ataupun perjanjian kredit. 

Sebab pembebanan jaminan seperti gadai, fidusia, hipotek dan hak 

tanggungan sebagai perjanjian yaitu perjanjian yang sifat accesoir, artinya sah 

atau tidaknya perjanjian accesoir tergantung pada keabsahan perjanjian 

pokonya. Selain itu perlu diperhatikan, hak dan tuntunan hanya sebatas apa 

yang dimiliki oleh kreditur lama. Tidak boleh pihak ketiga menambah hal-hal 

luar yang telah adaa, sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap 

sebagai berikut: 

a. Sesuai prinsip peralihan, pihak ketiga dapat menuntut pembatalam 

perjanjian, sebab tuntutan pembatalan bukan hak tambahan 

(nevenrechten), tetapi semata-mata masih tetap merupakan 

tuntunan pokok yang melekat pada setiap perjanjian, harus 

dianggap sebagai akibat peralihan (akibat hukum) yang melekat 

pada subrogasi. 

b. Demikian juga keadaan membatalkan perjanjian karena alasan 

tidak cakap (onbekwaam), salah sangka (dwaling), pemaksaan 

(dwang), dan penipuan (bedrog) merupakan tuntutan pokok yang 

beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat subrogasi. 
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c. Tuntutan ganti rugi (schadevergoeding) yaitu tuntutan pokokyang 

melekat pada setiap perjanjian, bukan hak tambahan. Karena 

tuntutan pihak yang menerima subrogasi atas ganti rugi wajib 

dipenuhi oleh debitur. Maka hakikat ganti rugi, bukan saja 

tuntunan pokok yang beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat 

subrogasi. Tapi ganti rugi adalah tuntutan yang berdiri sendiri 

berdasarkan kekuatan Undang-undang itu sendiri kepada setiap 

kreditur terhadap debitur yang melakukan kelalaian. 

d. Sama halnya dengan rente atau bunga yang telah dibayarkan oeh 

pihak ketiga, dengan sendirinya beralih pada pihak ketiga, dan 

dapat dituntut kepada debitur. Akan tetapi jika hal itu tidak ada 

dibayarkan pada waktu subrogasi terjadi, pihak ketiga tidak berhak 

menuntut rente dari debitur. 

e. Subrogasi hanya mengalihkan hak dan tuntutan sepanjang apa yang 

dibayarkan pihak ketiga kepada kreditur. Kalau yang dibayarkan 

pihak ketiga hanya sebagian saja dari hutang, berarti hak dan 

tuntutan yang beralih kepada pihak ketiga hanya sebagian saja, 

sebesar apa yang telah dibayarkannya. Sebaliknya debiturpun 

mempunyai hak melawan tagiham yang dilakukan oleh pihak 

ketiga dalam subrogasi, sepanjang melawan itu merupakan hak 

perlawanan yang melekat pada setiap prjanjian pokok yang 

dapatdilawankannya kepada kreditur semula. Dengan demikian 

segala perlawanan yang dapat dilakukan oleh debitur terhadap 

keditur semula beralih kepada pihak ketiga sebagai akibat hukum 

subrogasi.
 25

 

 

 

5. Pembagian subrogasi 
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a. Berdasarkan perjanjian 

Pada umumnya perikatan akan berakhir dan debitur bebas dari 

kewajiban pemenuhan prestasi. Ada kemungkinan bahwa pembayaran 

tidak serta merta mengakhiri perikatan, tetapi debitur berhadapan dengan 

kreditur baru, dipenuhinya prestasi oleh pihak ketiga mengakibatkan 

digantikannya kedudukan kreditur lama oleh kreditur baru.
26

 

Subrogasi perjanjian disebut juga dengan subrogasi kontraktual, 

sebagaimana tertuang dalam pasal 1401 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata.Maksudnya adalah seluruh proses subrogasi merupakan 

persetujuan antara kreditur dan pihak ketiga.
27

 Sehingga tidak bisa 

dilakukan secara sepihak, sebagaimana pasal 1401 yang menentukan 

subrogasi terjadi hanya ada dua kemungkinan yang limitatif, artinya tidak 

ada subrogasi lain berdasarkan pejanjian yang telah diatur pada pasal 

tersebut.
28

 Subrogasi kontraktual bisa dilakukan dengan cara: 

1. Kreditur menerima pembayaran baik untuk sebagian maupun 

untuk seluruhnya dari pihak ketiga dan serta merta 

mengalihkan hak dan tuntunan yang dimilikinya terhadap 

orang ketiga terhadap debitur. 

2. Pihak ketiga membantu debitur, debitur meminjamkan uang 

dari pihak ketiga yang dipergunakan untuk membayar hutang 

kepada kreditur sekaligus menempatkan pihak ketiga tadi 

menggantikan kedudukan semula terhadap diri debitur. Supaya 

subrogasi kontraktual dianggap sah, harus diikuti tata cara 

sebagai berikut: 

a) Pinjaman uang harus ditetapkan dengan akta autentik. 

b) Dalam akta harus dijelaskan besarnya jumlah pinjaman, dan 

diperuntukkan melunasi hutang debitur. 
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c) Tanda pelunasan harus berisi pernyataan bahwa uang 

pembayaram hutang yang diserahkan kepada debitur adalah 

uang yang berasal dari pihak ketiga.
29

 

b. Subrogasi Berdasarkan Undang-undang 

Diatur dalam pasal 1402 KUH Perdata, sebagai contoh si A 

berhutang kepada B kemudian A meminjam uang kepada C untuk 

melunasi hutangnya kepada B dan A menetapkan bahwa C menggantikan 

hak-hak B terhadap pelunasan hutang dari A. Di pasal 1400 terdapat 

peristiwa dimana ada ada pembayaran pihak ketiga atas hutang-hutang 

debitur terhadap kreditur yang secara otomatis undang-undang 

menghendaki terjadinya subrogasi. J. Satrio menjelaskan bahwa subrogasi 

berdasarkan undang-undang yaitu pembayaran oleh pihal ketiga dan 

pembayaram tersebut memenuhi unsur-unsur dari pada salah satu 

peristiwa yang disebut pada pasal 1402.
30

 

Setidaknya ada empat keadaan yang menghendaki terjadinya 

subrogasi berdasarkan undang-undang, sebagaimana tercantum dalam 

pasal 1400 ayat 1 sampai ayat 4, sebagai berikut: 

1. Seorang kreditur yang melunasi hutang seorang debitur keada 

seorang kreditur lain atas kepentingannya sendiri, yang 

berdasarkan hutang mempunyai mendahului (voorecht). 

2. Seorang pembeli suatu barang tak bergerak, yang melunasi 

hutang pinjaman kredit penjual yang melekat pada benda yang 

dibelinya, dengan tujuan supaya benda tersebut terlepas dari 

beban hutang pinjaman kredit. 

3. Beberapa orang yang terikat berkewajiban untuk melunasi 

suatu hutang kreditur, jika salah satu seorang debitur 

melakukan pembayaran melunasi hutang, debitur yang 
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membayar tadi dengan sendirinya mengambil alih kedudukan 

kreditur terhadap debitur-debitur lainnya. 

4. Seorang ahli waris yang telah membayar hutang-hutangnya dan 

melunasinya dengan uangnnya sendiri yang tersangkut pada 

harta warisan, maka hak dan tuntunan yang melekat pada harta 

warisan beralih kepada ahli waris yang telah membayar hutang 

harta warisan tersebut. 

c. Perbedaan Subrogasi dengan Cessie dan Novasi 

Dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum perdata terdapat 

beberapa konsep penyelesaian hutang piutang selain subrogasi, yaitu 

Cessie dan Novasi. Tan Thong Kie dalam bukunya menjelaskan bahwa 

Cessie adalah penyerahan suatu piutang atas nama yang dilakukan kreditur 

kepada orang lain, dengan penyerahan itu orang disebutkan teakhir ini 

menjadi kreditur bagi seorang debitur yang dibebani dengan piutang itu.
31

 

Sedangkan novasi yaitu pembahauan hutang atas dasar kesepakatan para 

pihak (debitur dan kreditur) dengan menghapuskan perjanjian lama dan 

pada saat yang sama perjanjian itu diganti dengan perjanjian baru. 

Definisi diatas memiliki perbedaan antara subrogasi cessie dan novasi. 

Tetapi ada kesamaan pembagiannya, subrogasi memiliki kesamaan baik 

dengan cessie ataupun novasi. Sama halnya subrogasi kontraktual dengan 

cessie memiliki kesamaan yaitu sama-sama terjadinya pemindahan hak 

piutang dari kreditur kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran. 
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B. Hawalah 

1. Pengertian Hawalah 

Menurut Bahasa (etimologi) hawalah berasal dari kata “Al-Hiwalah” 

huruf ha’ dibaca kasrah atau kadang-kadang dibaca fathah yang berasal dari 

kata “At-Tahawwul” yang berarti „Al-intiqal‟ (pemindahan atau pengalihan).
32

 

Tahwwala min maqanihi artinya berpindah dari tempatnya. 

Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah 

menurut bahasa ialah memindahkan utang dari tanggungan muhil menjadi 

tanggungan muhal alaih. Sedangkan pengertian hiwalah menurut istilah para 

ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain sebagai berikut:
33

 

a. Menurut Hanafiyyah yang dimaksud hawalah adalah: 

 

ةِ ا لمَْدْ المُْطَا لبََةِ مِنْ ذِ اتنَقَاَلُ  مِ  مِّ َ ةِ المُْلتََّّْ يوُْ نِ أ ِلَى ذِ مَّ  
 

“memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berhutang 

kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula”. 

Selain ulama Hanafiyah (ulama Syafi‟iyyah, Malikiyyah dan 

Hanabilah) mendefinisikan hawalah sebagai sebuah akad yang 

menghendaki pemindahan suatu hutang dari tanggungan 

ketanggungan yang lain.
34

 

1) Al-Jaziri sendiri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan 

hawalah yaitu peralihan hutang dari tanggung jawab 

seseorang menjadi penanggung jawab orang lain.
35

 

2) Idris Ahmad berpendapat bahwa hawalah yaitu semacam 

akad (ijab dan qabul) pemindahan hutang dari tanggungan 
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seseorang kepada orang lain, dimana orang lain itu 

mempunyai hutang pula kepada yang memindahkannya.
36

 

Akad hawalah adalah seorang yang berhutang dialihkan hutangnya 

keorang lain yang wajib menanggungnya. Secara istilah, akad hawalah 

merupakan pemindahan hutang dari yang berhutang dialihkan 

ketanggungan yang berkewajiba membayar. Akad hawalah yakni hawalah 

yang berbentuk hutang piutang yang dialihkan kepihak ketiga yang sudah 

melakukan proses akad atau perjanjian awal yang pihak ketiga tersebut 

wajib menanggungnya.
37

 

Pada dasarnya semua definisi diatas hampir sama, perbedaannya 

terletak pada kenyataan bahwa Mazhab Hanafi menekankan segi 

kewajiban pembayaran hutang. Ibnu Abidin memandang bahwa dengan 

terjadinya akad hawalah maka hutang semula menjad beban pihak yang 

mengalihkan hutang (pihak pertama), secara otomatis terlepas dari 

dirinya.
38

 Dapat ditarik kesimpulan hawalah adalah hutang yang dialihkan 

dari pihak yang berhutang dan akan dibayarkan oleh pihak yang 

bertanggung jawab, lalu setelah uang itu semua lunas maka yang wajib 

membayar kepada muhal alaihi yaitu muhil dan dengan tambahan Fee 

yang sudah disepakati bersama diawal.
39

 Dan dapat kita lihat persamaan 

hawalah yaitu sebuah akad yang mengalihkan hutang dari pihak debitur 

kepada pihak ketiga yang bersedia menggantikan posisinya untuk 

membayarhutang tersebut kepad kreditur. Kesimpulannya ialah hawalah 

adalah pengaihan hutang untuk menuntut pembayaran hutang dari satu 

pihak pihak lainnya yang saling diketahui oleh para pihak dengan sukarela 

tanpa ada keterpaksaan. 
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Hawalah juga sudah dikenal dalam industri keuangan syariah di 

Indonesia dan Fatwa tentang hawalah yang sudah ada sejak tahun 2000. 

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa hawalah merupakan pengalihan hutang 

dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib 

menannggung atau membayarnya. Mengenai hawalah terdapat pada 

kompilasi Hukum Ekonomi syariah, yang menunjukkan bahwa 

pemerintahan telah memberikan langkah prefentif untuk menanggulangi 

sengketa dalam pelaksanaan hawalah di lembaga keungan syariah. Agar 

para pihak terjamindan terlindungi oleh hukum, sebagaimana diketahuii 

bahwa Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah dijadikan rujukan oleh 

peradilan agama dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah 

diindonesia. Akad satu ini terkadang ada yang menyebutkan hawalah 

dengan hiwalah, jadi sama saja namun penyebutannya saja yang ada dua 

macam. Beberapa lembaga keuangan syariah ada yang menyebutkan 

hiwalah namun artinya tetap sama. Menurut pasal 318 Kompilasi Hukum 

Ekonomi Syaraih menjelaskan rukun Hawalah sebagai berikut:
40

 

a) Muhil (peminjam). 

b) Muhal (pemberi pinjaman). 

c) Muhal Alaihi (penerima hawalah). 

d) Muhal Bih (hutang) dan 

e) Akad. 

2. Dasar Hukum Hawalah 

a. Al-Qur’an 

1. Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an (QS. Al-Maidah [5]: 2). 
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

melanggar syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar 

kehormatan) bulan-bulan haram, jangan melanggar hadya (hewan-hewan 

kurban) dan qala‟id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan 

pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka 

mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai 

kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu 

dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada 

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan 

dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat 

siksaan-Nya”. 

2. Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an surah Al-Hajj [15] 77 

                  

              

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan”. 



 

Ayat diatas merupakan prinsip dasar dalam menjalin kerjasama dengan 

siapapun selama tujuannya adalah kebjakan dan ketakwaan.
41

 

b. Hadis 

Hukum hawalah adalah boleh (mubah) dengan syarat tidak terdapat 

unsur penipuan dan tidak saling merugikam salah satu pihak.Secara 

khusus hawalah diatur dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhori: 

ََّّن َّعَََّّجهَّرََّع َّالَََّّن َّعَََّّك َّاَّلهَّاَّمََّنَََّّرََّبََّخ َّأَََّّفََّس َّو ٌَّ ََّّن َّب ََّّاللهََّّذ َّب َّعَََّّانََّثََّحَذ َّ
َّةََّرٌََّ َّرََّى ًََّّ َّبهَّأَ

ًَّ َّنهَّغََّال ََّّل َّط َّمَََّّالََّقََََّّّم َّلََّسََّوَََّّوهٍَّ َّلََّعَََّّالل ََّّىلََّصَََّّاللهََّّلَََّّو َّس َّرَََّّن َّأَََّّو َّن َّعَََّّالل ًََََّّّضهَّرََّ

ع َّبََّت ٍَََّّل َّفًَََّّ َّلهَّىَّمََّلََّعَََّّم َّك ََّّذ َّحََّاَََّّعََّبهَّت َّاَّا َّرََّاهَّفَََّّم َّل َّظََّ  

Artinya: “telah menceritakan pada kami Abdullah bin Yusuf telah 

mengabarkan kepaada kami Malik dari Abu Alzanad dari Al A‟raj dari 

Abu Hurairah RA. Bahwa rasulullah SAW bersabda menunda-nunda 

pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah kezaliman. Dan 

apabila salah seorang diantara kamu sekalian dialihkan kepada orang yang 

mampu hendaklah ia menerimanya.
42

 Syariat dan kebolehan hawalah 

berlandaskan pada hadis, sebagai berikut: 

َّل َّط َّمَََّّاَّلََّقَََّّم َّلََّسَََّّوَََّّوهٍَّ َّلََّعَََّّاللهََّّلََّو َّس َّرَََّّن َّأَََّّو َّن َّعَََّّالل ًََََّّّضهَّرَََّّةََّرٌََّ َّرََّىَّى َّبهَّأَََّّن َّعََّ

)رواهَّبخرَّيَّمسلم(َّع َّبََّت ٍَََّّل َّفًَََّّ َّلهَّمَََّّلََّعَََّّم َّك ََّّذََّحَََّّأَََّّع َّبهَّت َّاَّأ َّرَََّّأهَّفَََّّم َّل َّظ ًََّّ َّنهَّالغََّ  

“Dari Abi Hurairah R.A menunda-nundapembayaran oleh orang 

kaya adalah penganiayaan, dan apabila salah seorang diantara kamu di 

ikutkan (dipindahkan) kepada orang yang mampu, maka ikutilah” (HR. 

Bukhori). 

Pada hadis diatas Rasulullah SAW memerintahkan kepada oranf 

yang menghutangkan, jika seorang yang berhutang menghawalahkan 

kepada orang yang kaya dan berkemampuan, hendaklah ia menerima 

hawalah tersebut dan hendaklah ia mengikuti atau menagih kepada orang 
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yang dihawalahkannya (muhal alaihi) dengan demikian haknya dapat 

dipenuhi (dibayar). 

Hadist ini diriwayatkan oleh Imam Bukhori dalam kitab sahih pada 

nomor 2287 dengan jalu periwayatan dari Abdullah bin Yusuf, 

mengbarkan dari Malik dari Abu Zanad dari A‟roj dari Abu Hurairah. 

Selain itu Imam Bukhori juga menyebutkan pada nomor 2288 dengan jalur 

periwayatan dari Muhammad bin Yusuf, menyampaikan Sufyan dari Ibnu 

dzakwan dari A‟roj dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan 

hadis ini lewat Yahya bin Yahya dari Malik dari Abu Zanad dari A‟roj 

dari Abu Hurairah (Abu Al-Fadl Zainuddin Abdurrahman Al Iroqi, tanpa 

tahun) 

c. Ijma’ 

Dasar hukum hawalah juga berasal dari ijma’. Semua ulama 

sepakat tentang bolehnya hawalah dalam hutang, bukan pada barang.
43

 

Karna hawalah merupakan perpindahan hutang, oleh sebab itu harus pada 

hutang atang kewajiban finansial.
44

 

Sebagian orang menganggap bahwa hawalah tidak sejalan dengan 

qiyas, karena akad hawalag merupkan menjual hutang dengan hutang, 

sedangkan menjual hutang dengan hutang sebenarnya tidak diperbolehkan. 

Jadi, menjual hutang dengan hutang dalam hawalah adalah tidak sejalan 

dengan qiyas. Ibnul Qayyim telah membantah anggapan ini dan 

menjelaskan bahwa hawalah sesuai dengan qiyas, karena ia termasuk 

dalam jenis pemenuhan kewajiban, bukan jual beli hutang.
45

 

Adapun hiwalah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, 

kebolehan hawalah didasarkan pada nash al-qur‟an, hadis, ijma’ dan qiyas. 

Dalam nash al-qur‟an sendiri, sebenarnya tidak pernah disebutkan hukum 
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hiwalah secara rinci, bahkan lafalnya merujuk pada akad tersebut tidak 

ada. Dalam kaidah fiqh setiap muamalah dan transaksi seperti jual beli, 

sewa menyewa, hawalah dan sebagainya diperbolehkan. Akan tetapi, ada 

juga yang diharamkan seperti sesuatu hal yang mengakibatkan 

kemudharatan, judi, dan riba kaidahnya seperti ini, pada dasarnya semua 

bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang 

mengharamkannya. 

3. Rukun dan Syarat Hawalah 

Dikemukakan pada umumnya bahwa keputusan suatu akad harus 

diawali dengan yang namanya rukun dan syarat dari suatu kesepakatan. 

Rukun adalah sebagian yang dipenuhi dengan peristiwa, suatu atau tindakan 

dan bersifat mutlak, sedangkan syarat adalah suatu hal, peristiwa atau 

tindakan yang sifatnya harus ada.
46

 Rukun hawalah menurut Mazhab Hanafi, 

rukunhawalah hanya ijab (pernyataan melakukan hawalah) dari pihak 

pertama, dan qabul (pernyataan menerima hawalah) dari pihak kedua dan 

pihak ketiga. Menurut Mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali rukun hawalah 

ada enam yaitu: 

1) Pihak pertama (muhil) yaitu orang yang berhutang dan sekaligus 

berpiutang. 

2) Pihak keduaa (muhal atau muhtal) yaitu orang berpiutang kepada 

muhil. 

3) Pihak ketiga (muhal alaihi) yaitu orang yang berhutang kepada 

muhil dan wajib membayar hutang kepada muhtal. 

4) Ada hutang pihak pertama pada pihak kedua (muhal bih) yaitu 

hutang muhil kepada muhtal. 

5) Ada hutang pihak ketiga kepada pihak pertama (muhal alaihi) 

kepada muhil. 

6) Ada sighad (pernyataan hawalah). 
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Sementara itu pendapat lain mengatakan, rukun hawalah ada ijab 

dan qabul. Ijab dalam hawalah adalah ungkapan yang berasal dari pihak 

yang mengalihkan hutang kepada pihak yang mempunyai hutang kepada 

muhil. Qabul harus berasal dari kedua belah pihak.
47

 Dalam mengadakan 

pengalihan hutang untuk menunjukkan kepada mereka maka harus 

disertakan dengan ijab dan qabul bisa saja datang kepada para pihak yang 

berhutang maupun muhal alaihi dalam akad hawalah. Pernyataan ijab 

kepada muhil, misalnya: “agar kamu mempunyai kewajiban untuk 

membayar hutangku akan saya hawalahkan” sedangkan qabul 

pernyataannya kepada muhal alaihi, yaitu: “hutangmu akan saya terima 

dengan hawalahmu”.
48

 

Para ulama fiqh dari kalangan Hanafi, Maliki, Syafi‟i dan Hambali 

berpendapat bahwaperbuatan hawalah menjadi sah apabila terpenuhi 

syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak pertama, kedua dan ketiga serta 

yang berkaitan dengan hutang itu sendiri. Mengenai syarat sah hawalah 

sebagai berikut: 

1) Persamaan dua hak karena hawalah adalah pemindahan hak. Ia 

dipindahkan sebagaimana sifatnya yang mencakup jenis, sifat, 

penempatan (perikatan), dan teggang waktu. Jika terdapat 

perbedaan antara dua hak menyangkut salah satu dari dua hal 

tersebut, maka hiwalah tersebut tidak sah. 

2) Hawalah pada hutang yang telah tetap. Tidak sah pada hutang 

pada transaksi salam karena sifatnya tidak tetap, yaitu transaksi 

salam dapat dibatalkan jika barang yang ditransaksikan telah 

bermasalah. 

3) Hawalah yang dilakukan pada harta yang diketahui. Jika 

hawalah terjadi pada jual beli, maka tidak diperbolehkan pada 
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barang yang belum diketahui. Jika hiwalah pada pemindahan 

memindahkan hak, maka haruspada barang yang dapat 

diserahterimakan, sedang barang yang tidak diketahui tidak 

dapat diserahterimakan. 

4) Hawalah yang dilakukan dengan kerelaan muhil (orang yang 

menerima pemindahan).
49

 Dapatlah diketahui bahwasyarat-

syarat hiwalah adanya pemindahan hak terhadap hutang yang 

telah tetapyang mana harta tersebut harus jelass dan dapat 

diketahui oleh semua pihak dan adanya kerelaan muhil dan 

muhal.  

Dan ada juga syarat yang harus dilakukan pihak pertama:
50

 

1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, yaitu 

baliq dan berakal, hawalah tidak sah jika dilakukan oleh kanak-

kanak meskipun ia sudah mengerti (mumayyiz) ataupun 

dilakukan oleh orang yang adanya pernyataan persetujuan 

(ridha). Jika pihak  pertama dipaksa untuk melakukan hawalah 

maka akad tersebut tidak sah. 

2) Adanya persyaratam berdasarkan pertimbangan bahwa 

sebagian orang merasa keberatan dan terhina harga dirinya jika 

kewajibnnya untuk membyar hutang dialihkan kepada pihak 

lain, meskipun pihak lain itumemang berhutang kepadanya. 

Syarat yang harus dilakukan kepada pihak kedua yaitu: 

1) Cakap melakukan tindakan hukum, yaitu baliq dan berakal 

sebagaimana yang pertama. 

2) Mazhab Hanafi sebagian besar Mazhab Maliki dan Mazhab 

Syafi‟i mensyaratkan adanya persetujuan pihak kedua terhadap 
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pihak pertama yang melakukan hawalah persyaratan ini sudah 

berdasarkan pertimbangan bahwa kebiasaan orang dalam 

membayar hutang berbeda-beda, ada yang mudah dan ada yang 

sulit membayarnya, sedangkan menerima pelunasan hutang 

merupakan hak pihak kedua. Jika perbuatan hawalah dilakukan 

secara sephak saja, pihak kedua dapat saja merasa dirugikan 

apabila ternyata pihak ketiga sulit membayar hutang tersebut. 

Ulama Maliki dan Syafi‟i menambahkan alasan kepastian 

persyaratan tersebut, karena kalimat perintah dalam hadist diatas (maka 

hendaklah ia beralih) menunjukkan bahwa perbuatan hawalah hukumnya 

hanyalah sunah bukan wajib. Dengan demikian pihak kedua tidak dapat 

dipaksa untuk menerima akad hawalah, sementara itu Ulama Hambali 

tidak menetapkan persyaratan ini pada pihak kedua, karena mereka 

berpendapat bahwa kalimat perintah dalam hadist menunjukkan bahwa 

hawalah itu wajib sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak kedua 

dan ketiga. Apabila pihak kedua dan pihak ketiga tidak menyesetujui 

tindakan tersebut, mereka dipaksa untuk melakukannya, sepanjang mereka 

mengetahui adanya tindakan pihak pertama.
51

 Syarat yang diperlakukan 

bagi pihak ketiga adalah: 

1) Cakap melakukan tindakan hukum dalam bentuk akad, 

sebagaimana syarat pada kedua pihak sebelumnya. 

2) Ulama Hanafi mensyaratkan adanya persetujuan dari pihak 

ketiga, sedangkan pihak ketiga Mazhab lainnya tidak 

mensyaratkan hal itu. Alasan ulama Hanafi adalah tindakan 

hawalah merupakan tindakan hukum yang melahirkan 

pemindahan kewajiban kepada pihak ketiga untuk membayar 

hutang kepada pihak kedua, sedangkan kewajiban membayar 

hutang baru dapatdibebankan kepadanyanapabila ia sendiri 

yang berhutang kepada pihak kedua. Atas dasar tersebut 
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kewajibannya hanya dapat dibebankan kepadanya, jika ia 

mensetujui akad hawalah, ditinjau dari sisi lain dapat saja 

timbul persyaratan pembayaran yang lebih berat dari pihak 

kedua dibandingkan dengan persyaratan pembayaran yang 

ditetapkan oleh pihak pertama sebelumnya, sehingga hal 

tersebut akan merugikannya. Adapun alasan para ulama Maliki, 

Syafi‟i dan hambali adalah dalam akad hawalah pihak ketiga 

dipandang sebagai objek akad, karena dari persetujuannya tidak 

merupakan syarat sahnyahawalah. Ditinjau dari sisi lain, akad 

yang dilakukan pihak pertama dan pihak kedua dipandang 

sebagai tindakan seorang yang berpiutang yang melimpahkan 

haknya kepada wakilnya untuk menuntut pembayaran hutang 

terhadap  pihak yang berhutang. Dalam hal ini pihak kedua 

seolah-olah sebagai wakil dari pihak pertama, karenanya tidak 

diperlukan adanya persetujuan dari pihak ketiga. 

3) Imam Abu Hanifah dan Al-Hasan Asy-Syaibani menambahkan 

bahwa qabul (pernyataan menerima akad) harus dilakukan 

dengan sempurna oleh pihak ketiga didalam suatu majelis 

akad.
52

 

Adapun syarat yang diperlukan terhadap hutang yang dialihkan (al-

muhalbih) yaitu: 

1) Yang dialihkan adalah suatu yang sudah dalam bentuk hutang 

piutang yang sudah pasti, jika yang dialihkan yang bukan 

merupakan hutang piutang yang pasti. Misalnya, mengalihkan 

hutang yang timbul akibat jual beli yang masih berada dalam 

masa khiyar (tenggang waktu yang dimiliki pihak penjual dan 

pembeli untuk mempertimbangkan apakah jual beli tersebut 

dilanjutkan atau dibatalkan) maka hawalah tidak sah. Ulama 

sepakat bahwa persyaratan tersebut berlaku pada hutang pihak 
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pertama kepada pihak kedua, berkenaan dengan hutang pihak 

kedua kepada pihak ketiga. Ulama Maliki Syafi‟i dan Hambali 

juga memberlakukan persyaratan ini, tetapi ulama dari Hanafi 

tidak memberlakukannya. 

2) Apabila pengalihan hutang tersebut dalam bentuk hawalah al-

muqayyadah, semua ulama fiqh sepakat bahwa baik hutang 

pihak pertama kepada pihak kedua maupun pihak ketiga 

kepada pihak pertama mestilah sama dengan jumlah dan 

kualitasnnya. Jika diantara kedua hutang tersebut terdapat 

perbedaan jumlahnya, misalnya hutang dalam bentuk barang 

maka hawalah tidak sah. Akan tetapi, jika pengalihan tersebut 

dalam bentuk Al-hawalah Al-Mutlaqah sebagaimana yang 

dibenarkan mazhab Hanafi. Maka kedua hutang itu tidak mesti 

sama, baik dari jumlah maupun kualitasnya. 

3) Ulama Mazhab Syafi‟i menambahkan bahwa kedua hutang 

tersebut mesti sama juga waktu jatuh tempo pembayarannya, 

jika terjadi perbedaan waktu jatuh tempo pembayaran diantara 

kedua hutang tersebut, maka hawalah tidak sah.
53

 

4. Macam-macam Hawalah 

1) Hawalah Muqayyadah merupakanpemindahan sebagai ganti dari 

pembayaran hutang Muhal Alaihi kepada Muhil. 

2) Hawalah mutlaqah merupakan pemindahan hutang yang tidak 

ditegaskan sebagai ganti rugi pembayaran hutang Muhal Alaihi 

kepada Muhil. 

Ditinjau dari segi lain, hawalah terbagi menjadi dua menurut jenis 

rukun yakni: 

1) Pemindahan sebagai ganti dari pembayaran hutang pihak pertama 

kepada pihak kedua yang disebut hiwalah al-muqayyadah (atau 

pemindahan bersyarat).Contoh: si A berpiutang kepada B sebesar 
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Rp.5.000.000,- sedangkan B juga berpiutang kepada C sebesar 

Rp.5.000.000,-. B kemudian memindahkan atau mengalihkan haknya 

untuk menuntut piutangnya yang berada pada C, kepada A sebagai 

pengganti dari pembayaran hutang B kepada A. Dengan demikian 

hiwalah al-muqayyadah, pada satu sisi merupakan hiwalah al-haqq, 

karena mengalihkan hak menuntut piutangnya dari C ke A. Sedangkan 

pada sisi lain, sekaligus merupakan hiwalah al-dain, karena B 

mengalihkan kepaa A, menjadi kewajiban C kepada A. 

2) Pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti dari 

pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua yang disebut 

hiwalah al-mutlaqoh atau pemindahan mutlak. Contoh: si A berhutang 

kepada B sebesar Rp.5.000.000,-. A mengalihkan hutangnya kepada C 

sehingga C berkewajiban membayar hutang A kepada B tanpa 

menyebutkan, bahwa pemindahan hutang tersebut sebagai ganti rugi 

dari pembaran hutang C kepada A. Dengan demikian, hiwalah al-

mutlaqah hanya mengandung hiwalah al-dain saja, karena yang 

dipindahkan, hanya hutang A kepada B menjadi hutang C kepada B.
54

 

Kemudian, ditinjau dari segi objek akad, maka hawalah dapat 

dibagi menjadi dua yaitu: 

1) Hawalah Al-Dain, yaitu pemindahan yang dilakukan dengan 

kewajiban untuk membayar hutang. 

2) Hawalah Al-Haq, yaitu apabila yang dipindahkan itu merupakan 

hak untuk menuntut hutang.
55

 

5. Akibat Hukum Hiwalah 

Jika akad hawalah telah terjadi, maka akibat hukumdari akad ini 

adalah sebagai berikut: 
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1) Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban pihak pertama 

untuk membayar hutang kepada pihak kedua secara otomatis 

menjadi terlepas, sedangkan menurut sebagian ulama Mazhab 

Hanafi, antara lain: Kamal Ibn Al-Hummam, kewajiban itu 

masih tetap ada selama pihak ketiga belum melunasi hutangnya 

kepada pihak kedua, karema sebagaimana telah disebutkan 

sebelumnya. Mereka memandang bahwa akad itu didasarkan 

atas prinsip saling percaya bukan prinsip pengalihan hak dan 

kewajiban. 

2) Akad hawalah menyebabkan lahirnya hak bagi kepada pihak 

kedua untuk menuntut pembayaran hutang kepada pihak ktiga. 

3) Mazhab Hanafi yang membenarkan terjadinya hawalah 

berpendapat bahwa jika akad hawalah terjadi karena kemauan 

pihak pertama, maka hak dan kewajiban antara pihak pertama 

dan ketiga yang mereka tentukan ketika melakukan akad 

hutang piutang sebelumnya masih tetap berlaku, khususnya jika 

jumlah hutang piutang antara ketiga pihak tidak sama.
56

 

6. Berakhirnya Hawalah 

Ada bebeapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad hawalah, yaitu: 

1) Sebelum perjanjian diberlakukan secara sah atau tetap maka salah 

satu pihak akan membatalkan hawalah tersebut. 

2) Untuk melunasi hutangnya pihak ketiga akan melunasinya terlebih 

dahulu yangakan dialihkan kepihak kedua 

3) Dalam membayar hutangnya pihak ketiga dibebaskan oleh pihak 

kedua dari kewajibannya 

4) Menghibahkan harta yang dimiliki pihak kedua merupakan salah 

satu hutang adalah akad hawalah yang dialihkan kepada pihak 

ketiga 
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5) Jika pihak ketiga mengalami kesulitan atau kebangkrutan dalam 

keadaan juga pihak ketiga tidak menepati janji adanya akad 

tersebut maka hak pihak kedua tidak bisa memenuhi akad hawalah 

menurut Ulama Hanafi 

6) Ahli waris akan menjadi hak pihak ketiga jika pihak kedua 

meninggal dunia sehingga pihak ketiga akan mewarisi hartapihak 

kedua.
57

 Dan adapun berakhirnya oleh hal-hal berikut: 

a) Karena dibatalkan atau fasakh. Ini terjadi jika akad hawalah 

belum dilaksanakan sampai tahapan akhir lalu di fasakh, 

dalam keadaan ini hak penagihan dari muhal akan kembali 

lagi kepada muhil 

b) Hilangnya hak muhal alaihi karena meninggal dunia atau 

bangkrut atau ia mengingkari adanya akad hawalah 

sementara muhal tidak dapat menghadirkan bukti atau 

saksi. 

c) Jika muhal alaihi telah melaksanakan kewajibannya kepada 

muhal. Ini berarti akad hawalah benar-benar telah dipenuhi 

oleh semua pihak. 

d) Meninggalnya muhal sementara muhal alaihi mewarisi 

harta hawalah karena pewarisan merupakan salah satu 

sebab kepemilikan. Jika akad ini hawalah muqoyyadah 

maka berakhirlah sudah akad hawalah itu menurut mazhab 

Hanafi. 

e) Jika muhal menghibahkan atau mensedekahkan harta 

hiwalah epada muhal alaihi dan ia menerima hibah 

tersebut. 

f) Jika muhal menghapuskan bekukan kewajiban membayar 

hutang kepada muhal alaihi.
58
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BAB III 

PENYELESAIAN HUTANG MELALUI SUBROGASI 

A. Analisis  Terhadap Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Subrogasi 

dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Subrogasi 

Berdasarkan Prinsip Syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama Indonesia 

Persamaan dari ketentuan subrogasi dalam kitab Undang-undang Perdata 

dan subrogasi berdasarkan prinsip syariah dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia terletak pada perubahan kedudukan pihak 

ketiga menjadi kreditur baru, hanya saja dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata  pihak yang mengalihkkan dan menerima pengalihan menggunakan 

istilah “kreditur” dan “pihak ketiga”. Sedangkan didalam Fatwa Dewan 

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menggunakan kata “da’in lama” 

dan “dai’n baru”. Kata kreditur memiliki arti yang berpiutang, yang 

memberikan kredit atau penagih.
59

 Didalam kamus Hukum Online Indonesia, 

kreditur yaitu individu ataupum badan hukum yang memiliki tagihan atau 

piutang terhadap debitur.
60

 

Pada penjelasan (definisi) yang mengenai subrogasi pada Kitab Undang-

undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia memiliki persamaan dan perbedaan. Pasal 1400 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa: “Subrogasi atau perpindahan 

hak-hak kreditur kepada seorang pihak ketiga yang membayar kreditur, dapat 

terjadi persetujuan atau karena perundang-undangan”.
61

 Sedangkan dalam 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia “subrogasi 

berdasarkan prinsip syariah adalah pergantian hak-hak da’in lama ke da’in 

                                                           
59

 Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016,…, h. 7 
60

 Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada tanggal 12 Februari 2022 dari 

https://kbbi.web.id/kreditor 
61

 Djazuli, Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan 

Masalah-Masalah Praktis Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 130 Republik Indonesia, buku III 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1400. 



 

baru karena piutang da‟in lama dilunasi oleh da’in baru berdasarkan prinsip 

syariah.”
62

 

Adapun da’in adalah istilah kreditur dalam bahsa arab, yang memiliki arti 

pihak yang mempunyai piutang terhadap madin (debitur).Sehingga 

persamaan yang dimiliki pada bagian ini terletak di perpindahan ataupun 

penggantian hak-hak yang menyebabkan pihak ketiga menjadi kreditur 

(da’in) baru. Sebab terjadinya sama, karena pembayaran atau pelunasan 

terhadap piutang kreditur (da’in) lama. Namun, terdapat penggunaan kata 

yang berbeda (pembayaran dan dilunasi) dan memberikan maksud yang 

berbeda juga. Pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pembayaran 

sebagian piutang juga menyebabkan terjadinya subrogasi, meskipun hak yang 

beralih sebesar yang dibayarkannya. Berbeda dengan fatwa, subrogasi baru 

terjadi jika piutang dibayar lunas. 

Perbedaan lainnya, diakhir penjelasan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata Subrogasi didasarkan dengan perjanjian dan Undang-undang, berbeda 

dengan Fatwa, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

diakhir penjelasan (definisi) mengharuskan subrogasi sesuai dengan syariah. 

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara 

dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk 

memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk 

menunaikan prestasi.
63

 Perjanjian ini memiliki maksud terjadinya subrogasi, 

yaitu upaya secara sengaja untuk melakukan subrogasi. Sedangkan karena 

Undang-Undang, meskipun tidak dikhendaki para pihak, secara otomatis 

mereka terikat dalam perikatan subrogasi. Karena Undang-undang 

mengkhendaki demikian.  

Kemudian, berdasarkan prinsip syariah didalam Fatwa bermakna sesuai 

dengan tuntunan Al-Quran dan Hadist. Perbedaan ini bersifat fundamental, 

karena menunjukkan boleh tidaknya transaksi menurut syariah. Persamaan 
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selanjutnya, subrogasi syariah juga terjadi berdasarkan akad (perjanjian). 

Sebagaimana tercantum pada bagian mekanisme subrogasi syariah, yaitu 

da’in (lama) dan pihak ketiga (da’in baru) melakukan akad subrogasi 

pengalihan piutang.
64

 Akad dan perjanjian ini memiliki makna yang sama. 

Sebagimana tertuang dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), 

bahwa akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau 

lebih untuk melakukan dan tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.
65

 

Dasar hukum subrogasi dalam hukum perdata yaitu Buku ketiga tentang 

perikatan Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai dengan 

pasal 1403. Berbeda dengan subrogasi syariah yang memiliki dasar hukum 

berupa doktrin hukum yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 

104/DSN-MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah. 

Meskipun belum ada peraturan hukum dari Fatwa Dewan syariah Nasional, 

Fatwa tetap dijadikan rujukan produk ke lembaga keuangan syariah. 

Alasannya setiap tahun fatwa bisa keluar, tetapi untuk peraturan belum tentu 

setiap tahun keluar. Sehingga untuk menghindari kekosongan hukum pada 

lembaga keuangan syariah, maka ketentuan fatwa bisa dijadikan rujukan 

langsung oleh lembaga keuangan syariah.Subyek Hukum, meskipun tidak 

disebut secara tegas di dalam KUH Perdata, secara tersirat menjelaskan 

bahwa para pihak yang menjadi subyek subrogasi terdiri dari:
66

 

a. Pihak berutang atau debitur  

b. Pihak berpiutang atau kreditur 

c. Pihak ketiga merupakan pihak yang memberikan pinjaman kepada 

debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur sekaligus 

menggantikan kedudukkan kreditur. 

Terdapat persamaan dan perbedaan dengan subyek hukum pada subrogasi 

syariah. Persamaannya terletak pada subyek hukum pihak kreditur dan pihak 
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ketiga. Meskipun pada subrogasi atas inisiatif debitur, kreditur tidak 

dilibatkan sama sekali. Sedangkan Fatwa subrogasi syariah tidak menjadikan 

debitur tidak mengetahui sama sekali telah terjadi perpindahan piutang. Jika 

dalam KUH Perdata para pihak tidak disebutkan secara tegas, berbeda dengan 

fatwa yang menyebutnya secara tegas pada ketentuan tentang para pihak yang 

berbunya:
67

 

Pihak-pihak yang melakukan akad 

a. Da’in lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang 

b. Da’in baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang. 

Tentu saja ini menunjukkan bahwa dalam subrogasi syariah, keterlibatan 

debitur tidak ada sama sekali. Fatwa ini menggambarkan debitur sebagai 

pihak yang pasif dengan berdasarkann Hadist Rasulullah SAW sebagai 

berikut: 

َََّّن َّعَََّّاَّدهَّنَََّّالز ًََّّ َّبهَّأَََّّن َّعَََّّكََّاَّلهَّاَّمََّنَََّّرََّبََّخ َّاَََّّفََّوَّس ٌَّ ََّّن َّب ََّّاللهََّّذ َّب َّاَّعََّنََّثَََّّذ َّحََّ ََّّن َّعَََّّجهَّرََّع َّال 
َّأَ

َّل َّط َّمَََّّاَّلََّقَََّّم َّلََّسََّوَََّّوهٍَّ َّلََّعَََّّىَّالل َّلََّصَََّّالل ََّّلََّو َّس َّرَََّّن َّأَََّّو َّن َّعَََّّالل ًََََّّّضهَّرَََّّةَََّّرٌََّ َّرََّى ًََّّ َّبهَّ

ع َّبََّت ٍَََّّل َّفًَََّّ َّلهَّىَّمََّلََّعَََّّم َّك ََّّذ َّحََّأَََّّعََّبََّت َّاَّأ َّرََّاهَّفَََّّم َّل َّظ ًََّّ َّنهَّغََّال َّ  

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah 

menggambarkan kepada kami Malik dari Abu Al-Zanad dari Al-A‟raj dari 

Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda menunda-nunda 

pembayaran hutang oleh orang yang mampu adalah sebuah kezhaliman. Dan 

apabila salah seorang diantara kamu sekalin dialihkan kepada orang yang 

mampu, maka khendaklah ia menermanya”.
68

 

Hadist diatas merupakan anjuran Raulullah SAW. Kepada debitur untuk 

menerima pengalihan hutang (hawalah) kepada pihak ketiga sebagai pihak 

yang mampu. Sikap menerima ini menunjukan bahwa yang melakukan akad 
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hanyalah pihak kreditur lama dan pihak ketiga. Sedangkan debitur hanya 

menerimanya saja. 

Objek Hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subyek hukum 

dan dapat juga menjadi objek dalam suatu hubungan hukum, misalnya: benda 

atau barang (segala barang dan hak yang dapat dimiliki dan bernilai   Tetapi, 

pada pengaturan masing-masing terdapat perbedaan terkait kriteria piutang itu 

sendiri. Pada subrogsi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

kriteria piutang yang menjadi objek hukumnya yaitu:
69

 

a. Benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. 

b. Benda tidak bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud. 

Sedangkan kriteria piutang yang disebutkan dalam Fatwa merupakan 

subrogasi yang hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah berdasarkan 

syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
70

 Piutang yang sah 

menurut Undang-undang merupakan suatu hutang yang dituangkan didalam 

perjanjian. Yang merupakan perjanjian yang berdasarkan hukum, sesuai pasal 

1320 KUH Perdata: 

Pasal 1320 

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yang 

sah, sebagai berikut: 

1. Kespakatan mereka yang mengingatkan dirinya. 

2. Kecakapan untuk membua suatu perikatan. 

3. Suatu pook persoalan tertentu. 

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.
71

 

Tetapi ada syarat lain pada piutang subrogasi syariah, yaitu piutang yang 

sah berdasarkan syariah. Kondisi tersebut seakan berlaku asas lex specialis 

derogat legi generalis, merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan 

baha hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat 
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umum.
72

 Sehingga tidak semua piutang yang sah berdasarkan Undang-

undang dapat dijadikan objek hukum. Melainkan harus sah brdasarkan 

syariah. Kesusaian syariah berdasarkan Al-Quran dan Hadist, yang mejadi 

pembeda dari objek hukum subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. Kesesuaian syariah sangat perlu, sebagaimana telah 

dijelaskan pada BAB sebelumnya bahwa pelaksanaan subrogasi pada 

lembaga keuangan syariah itu melanjutkan perikatan sebelumnya. Sehingga 

piutangnya tidak sesuai dengan syariah maka dapat diartikan bahwa lembaga 

keuangan syariah yang menerima piutang tersebut melakukan transaksi yang 

tidak sesuai dengan syariah. 

Kemudian, jika kita perhatikan pada pembahasan sebelumnya, bahwa 

syarat piutang yang bisa sialihkan (hawalah) merupakan piutang dalam 

bentuk uang, bukan dalam bentuk barang.
73

 Didalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, objek hukum subrogasi bisa juga berupa piutang uang 

ataupun barang dengan syarat bisa dibayarkan oleh pihak ketiga. Selain itu 

juga, Fatwa Dewan Syariah Nasional juga mensyaratan pembayarannya harus 

menggunakan barang sebagai alat tukar tsaman pada subrogasi dengan 

kompensasi (iwadh). Tercanum pada bagian keempat tentang ketentuan 

khusus angka 3 huruf (a), yaitu piutang uang hanya boleh dialihkan dengan 

barang sebagai alat bayar, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata tidak mengatur demikian. Yang terpenting adalah terlaksananya 

pembayaran. Pembayaran ini juga bukan semata-mata dengan uang, 

melainkan dengan sebuah upaya pemenuhan perikatakan yang akhirnya 

menyebabkan hapusnya perikatan. 

Upaya untuk pemenuhan perikatan ini berupa melakukan atau 

menunaikan prestasi sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini 

menyebabkan tidak semua objek piutang bisa dilakukan dengan subrogasi, 

karena pada beberapa kondisi, yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain 

                                                           
72

 Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, (Yogyakarta: FH UII Pers, 2004), h. 56. 
73

 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-6 (Edisi Indonesia),...., h. 90. 



 

selain debitur itu sendiri.
74

 Seperti objek prestasinya harus membuat suatu 

lukisan tertentu yang hanya bisa dilakukan debitur. Sehngga dapat 

pembayaran pada subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata hanya bisa dilakukan dengan menggunakan uang atau barang dengan 

syarat bisa dilakukan oleh pihak ketiga. Unsur-unsur yang melekat pada 

subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata sebagaimana 

telah diuraikan pada bab sebelumnya, terdiri dari:
75

 

1. Kreditur dan debitur. 

2. Pembayaran yang dilakuka pihak ketiga kepada kreditur. 

3. Terjadi karena perjanjian dan Undang-undang. 

Ketiga unsur yang harus ada dalam subrogasi,  jika salah satunya tidak ada 

maka bisa disimpulkan perjanjian subrogasi tidak dapat dilaksanakan. Karena 

unsur adalah bagian terkecil yang harus ada dalam subrogasi. Sedangkan 

unsur-unsur subrogasi syariah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional yaitu:
76

 

1. Para pihak (da’in lama dan da’in baru) 

2. Pelunasan 

3. Terjadi melalui akad (perjanjian) 

Pada bagian unsur-unsur cenderung sama, tetap saja terdapat perbedaan 

pada pihak terlibat dalam perjanjian subrogasi. Pada subrogasi syariah tidak 

ada  keterlibatan madin (debitur) dalam akadnya. Sedangkan dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata maupun Fatwa menjadikan pembayaran 

sebagai syarat mutlak terjadinya pengalihan piutang yang dimiliki kreditur. 

Agar pihak ketiga mendapatkan hak seutuhnya sebagai kreditur, harus sesuai 

dengan pasal 1403 Kitab Undang-undang HukumPerdata: 

“Subrogasi yang ditetapkan dalam pasal-pasal yang lalu terjadi, baik 

terhadap orang-orang penanggung hutang maupun terhadap para 
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debitur,subrogasi tersebut tidak dapat mengurangi hak-hak kreditur jika ia 

hanya menerima pembayaran sebagian, dalam hal ini ida dapat melaksanakan 

hak-haknya mengenai apa yang masih harus dibayar kepadanya, lebih dahulu 

dari pada orang yang memberinya suatu pembayaran sebagian”.
77

 

Dari pasal diatas dapat diketahui, bahwa subrogasi tetap terjadi meskipun 

pembayaran hanya sebagai piutang. Tetapi hak yang berpindah juga hanya 

sebesar piutang yang dibayar. Berbeda dengan subrogasi syariah yang hanya 

mengharuskan pelunasan. Sudah tercermin dalam pengertian subrogasi 

syariah itu sendiri “Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah pengganian 

hak da’in lama oleh da’in baru karena piutang da‟in lama dilunasi oleh da’in 

baru berdasarkan prinsip syariah”.
78

 Selanjutnya di unsur terakhir, subrogasi 

syariah hanya terjadi melalui akad. Sedangkan Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata bisa melalui perjanjian dan Undang-undang. 

Akibat Hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum atas suatu 

peristiwa hukum atau perbuatan dari subjek hukum.
79

 Akibat hukum dari 

perjanjian subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 

beralihnya piutang kreditur kepada pihak ketigga yang melakukan 

pembayaran.
80

 Dalam hal piutang ini berbentu uang, biasanya diikuti dengan 

pengikatan jaminan seperti fidusia, gadai, hipoti, dan hak tanggungan sebagai 

perjanjian accesoir. Sifat perjanjian accesoir mengikuti perjanjian pokok, 

yaitu dengan perjanjian hutang piutang, sebagaimana telah tercantum pada 

pasal 1401 ayat (1) yaitu, “Bila kreditur, dengan menerima pembayaran dari 

pihak ketiga, menetapkan bahwa orang ini akan menggantikannya dalam 

menggunakan hak-haknya, gugat-gugatannya, hak-hak istimewa dan hipotek-

hipoteknya terhadap debitur, subrogasi ini harus dinyatakan dengan tegas dan 

dilakukan bersamaan dengan waktu pembayaran”. 
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Akibat hukum subrogasi syariah juga sama dengan subrogasi berdasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Pedata , merupaan penggantian hak atas 

piutang da’in lama dengan da’in baru. Perbedaanya terletak pada penggunaan 

istilah perpindahan dan pergantian, meski Fatwa tidak menyebutkan tentang 

sejauh mana peralihan terjadi, sebagaimana Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Maka penulis menyimpulkan baik akad pokok maupun akad jaminan 

diteruskan kepada da’in baru. Akibat  hukum selanjutnya yaitu dengan 

adanya subrogasi, maka baikk dalam fatwa  maupun Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, debitur memiliki kewajiban mmbayar huangnya kepada 

pihak ketiga. Tetapi terdapat pengecualian pada Fatwa Dewan Syariah 

Nasional yang membolehkan debitur tetap membayar hutangnya kepada 

kreditur lama dengan syarat pihak ketiga telah mewakalahkan kepada kreditur 

lama.
81

 

Secara umum, subrogasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki 

persamaan dengan ketentuan pelaksanaan subrogasi yang berdasarkan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Pada perjanjian hutang 

piutang subrogasi dan akad pengalihan hutang memiliki peredaan. Jika pada 

ketentuan subrogasi syariah, menunjukkan bahwa pihak ketiga sebelumnya 

tidak mempunyai hubungan ataupun kepentingan hukum. Sedangkan 

kedudukan pihak ketiga pada perjanjian hutang piutang subrogasi, memiliki 

perikatan hutang piutang dengan kreditur. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan 

yang tertuang pada draft perjanjian hutang piutang subrogasi, yang 

berdasarkan dokumen transaksi 1,  pihak kedua telah benar-benar sah serta 

dengan ini pihak kedua mempunyai uang kepada pihak pertama.
82

 

Berdasarkan dokumen transaksi ke dua pihak pertama telah benar-benar 

sudah serta dengan ini pihak pertama mengikuti bahwa pihak pertama 

mempunyai hutang kepada pihak ketiga. Kedua ketentuan tersebut 

memberikan gambaran bahwa pihak kedua berutang kepada pihak pertama 
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berutang kepada pihak ketiga. Sehingga didalam perjanjian, para pihak 

mempunyai kedudukan baru yaitu berupa pihak kedua yang tadinya harus 

membayar kepada piha pertama, akan tetapi membayarnya langsung kepada 

pihak ketiga. Dan akhirnya pihak pertama tidak lagi mempunyai kewajiban 

membayar hutang kepada pihak ketiga, begitupun tidak berhk mmbayar dari 

pihak kedua. 

Perbedaan keduanya terletak pada terjadinya subrogasi. Apabila penyebab 

terjadinya ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah adalah pihak ketiga yang 

dimintai pertolongan memberikan pinjaman kepada debitur  digunakan untuk 

pembayran hutang debitur kepada kreditur. Sedangkan perjanjian hutang 

piutang subrogasi terjadi karena memang setiap pihakk yang berbeda dalam 

perjanjian yang memiliki kepentingan hukum satu sama lain. Uniknya, 

subrogasi syariah secara mekanisme mirip subrogasi atas inisiatif debitur 

didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sedangkan perjanjian hutang 

piutang subrogasi  malah lebih mirip dengan hawalah muqayyadah. 

Kondisi diatas dapat menyebabkan subjek hukum yang terlibat berbeda, 

dalam pelaksaan subrogasi syariah terdiri dari debitur dan pihak ketiga. Lain 

halnya dengan perjanjian hutang piutang subrogasi subjek hukumnya terdiri 

dari pihak pertama, pihak kedua dan pihak ketiga. Pengalihan pada ketentuan 

pelaksaan subrogasi syariah tidak melibatkan kreditur. Sedangkan pengalihan 

pada perjanjian hutang piutang subrogasi mengkhendaki yang dilakukan oleh 

pidak debitur dan kreditur atas persetujuan pihak ketiga. Hal ini sesuai 

dengan yang ada pada perjanjian, bahwa pihak pertama dan pihak kedua 

dilarang mengaihkan atau memindah tangankan hak dan kewajibannya baik 

untuk seluruhnya meskipun sebagian berdasarkan perjanjian tanpa 

persetujuan tertulis sebelumya dari kreditur.
83

 

Perbedaan selanjutnya merupakan perpedaan yang mendasar, yaitu 

berkaitan dengan akibat hukum masing-masing perjanjian subrogasi. Pada 
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ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah, perjanjian lama antara nasabah 

dengan kreditur dihapus, karena pelunasan. Kemudian kedua pihak ketiga dan 

debiur mengikatkan diri ke perjanjian baru. Perjanjian baru menyebabkan 

upaya pengaturan kembali ke akta pembiayaan pengalihan hutang. Hal-hal 

yang diatur, yaitu: upaya pengawasan ke nasabah, pembatasan tindakan 

nasabah, asuransi pembiayaan, jaminan, cara pembayaran dan jangka waktu, 

cidera janji dan akibatnya, serta denda keterlambatan membayar. Sedangkan 

dalam ketentuan pelaksanaannya, subrogasi pada Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata tidak diatur demikian. Karena memang sifat perjanjian 

subrogasi yang merupakan melanjutkan ke perjanjian sebelumnya. Sehingga 

tidak dapat diaturnya masalah asuransi, jaminan, jangka waktu pembayaran 

dan lain-lainnya pada perjanjian subrogasi, karena memang halnya sudah 

diatur pada perjanjian sebelumnya, kemudian para pihak debitur dan pihak 

ketiga melanjutkan perjanjian itu, seolah-olah pihak ketiga adalah yang 

melakukan perikatan subrogasi sejak awal. 

Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan pasal 2 pada draft perjanjian hutang 

piutang subrogasi, yaitu: “pihak kedua mengakui dansepakat bahwa sejak 

tanggal perjanjian, dan setiap pelaksanaan kewajibannya berdasarkan 

dokumen transaksi wajib dilaksanakan kepada pihak ketiga dengan seolah-

olah pihak ketigga merupakan pihak asli dari dokumem transaksi”.
84

 

Ketentuan sudah sangan sangat jelas menunjukkan bahwa yang 

dimaksudkannya dokumen transaksi adalah pihak merujuk ke perjanjian 

hutang piutang pihak pertama dan kedua. Sehingga semua ketentuan yang 

telah tertuang dalam perjanjiannya, baik itu perjanjian pokok maupun 

accessoir nya berpindah ke pihak ketiga. 

Akibat selanjutnya memiliki persamaan pembayaran, yang merupakan 

debitur melakukan pembayaran kepada pihak ketiga, tetapi pada kasus 

perjanjian hutang piutang subrogasi, terdapat kemungkinan dibolehkannya 

kreditur lama menerima pembayaran dari debitur, setelah itu diserahkan 
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kepihak ketiga sebagai kreditur yang sah. Hal ini sesuai dengan ketentuan 

pada draft perjanjian hutang piutang subrogasi. 

Berbeda dengan pembayaran pada praktik subrogasi syariah yang hanya 

kepidak ketiga, karena memang perjanjian sebelumnya telah dihapus 

dikarenakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah kepada Bank yang 

menggunakan uangyang dipinjami dari pihak ketiga. Sebenarnya jika kita 

telaah dari segi teori, kedudukan seperti ini merupakan kebalikannya. 

Seharusnya kreditur lama bisa menerima pembayaran dari debitur dengan 

syarat pihak ketiga sudah menghawalahkan ke pihak kreditur lama begitupun 

sebaliknya, teori subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

pembayaran debitur malah harus kepada pihak ketiga, karena tidak boleh lagi 

kedebitur lama. Selanjutnya beban biaya yang timbul dari proses subrogasi 

yang merupakam bagian dari akibat terjadinya subrogasi, pada ketentuan 

subrogasi syariah biaya yang timbul dibebankan kedebitur karena sudah 

sesuai dengan ketentuannya. 

Sedangkan pada ketentuan pelaksanaan subrogasi yang berdasarkan KUH 

Perdata, biaya yang timbul dibebankan ke kreditur lama dan debitur. Sudah 

ditegaskan keduanya dalam ketentuan pihak pertama dan pihak kedua dengan 

ini melepaskan dan membebaskan pihak ketiga dari biaya-biaya, gugatan, 

ongkos, kewajiban serta kerugian yang mungkin timbul atau dialami oleh 

pihak ketiga.
85

 Berbeda sekali dengan perjanjian hutang piutang subrogasi 

yang mengharuskan pembayaran diterima oleh pihak ketiga sama dengan 

jumlah yang dibayarkannya sejak awal. Sebagaimana sudah ada didalam 

ketentuan pihak ketiga berhak dan berwenang untuk melaksanakan dan 

memperoleh seluruh hak, manfaat dan keuntungan berdasarkan dokumen 

transaksi.
86

 Sehingga, ketentuan itu menunjukkan bahwa seluruh hak, 

manfaat dan keuntungan yang berhak diterima pihak ketiga sama jumlah yang 

dibayarkannya sejak awal. Sebagaimana sudah ada didalam ketentuan pihak 

                                                           
85

 Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,..., h. 6. 
86

 Draft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,..., h. 3. 



 

ketiga berhak dan berwenang untuk melaksanakan dan memperoleh seluruh 

hak, manfaat dan keuntungan berdasarkan dokumen transaksi.
87

 Sehingga, 

ketentuan itu menunjukkan bahwa seluruh hak, manfaat dan keuntungan yang 

berhak diterima pihak ketiga sama jumlahnya yang telah ada pada perjanjian 

sebelumnya atau di dokumen transaksi. 

Subrogasi dapat lahir karena perjanjian maupun Undang-undang diatur 

dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1400 sampai 

dengan pasal 1403:
88

 Menurut ketentuan pasal 1400 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata), subrogasi dapat terjadi karena perjanjian dan 

karena Undang-Undang. Untuk subrogasi yang terjadi karena perjanjian, 

pasal 1401 KUHPerdata membedakan lagi menjadi: 

1. Subrogasi yang diprakarsai oleh kreditur hal ini terjadi apabila kreditur 

lama yang menerima pembayaran dari pihak ketiga (kreditur baru) 

menentukan bahwa kreditur baru yang akan menggantikan hak-

haknya, gugat-gugatannya hak-hak istimewanya dan hipotik-hipotik 

yang ia miliki terhadap debitur. Subrogasi yang prakarsai oleh kreditur 

harus dinyatakan dengan tegas pada saat pihak ketiga melakukan 

pembayaran. 

2. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur hal ini terjadi apabila debitur 

meminjam uang dari pihak ketiga (debitur baru) untuk melunasi 

hutangnya kepada debitur lama. Dalam hal ini debitur menentukan 

bahwa kreditur baru akan menggantikan hak-hak yang dimiliki oleh 

kreditur lama. Subrogasi yang diprakarsai oleh debitur sah apabila 

dilakukan dengan akta otentik untuk perjanjian yang berisi ketetuan 

mengenai perjanjian pinjam uang antara debitur dengan kreditur baru. 

Perjanjian ini berisi keterangan bahwa uang tersebut digunakan untuk 

melunasi uang debitur kepada kreditur lama dan surat tanda pelunasan 

hutang debitur kepada kreditur lama menyebutkan bahwa pembayaran 
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tersebut dilakukan dengan uang yang dipinjami dari krediur baru. 

Sehingga dalam subrogasi yang diprakarsai oleh debitur, terdapat dua 

hubungan hukum yang berbeda, yaitu pinjam meminjam uang antara 

debitur dengan kreditur baru dan pelunasan hutang debitur kepada 

kreditur lama.
89

 

Sedangkan pada subrogasi yang terjai karena Undang-Undang, 

pembayaran dilakukan pihak ketiga (kreditur baru) kepada kreditur lama 

tanpa diperjanjikan oleh para pihak. Menurut ketentuan pasal 1402 Kitab 

Undang-undang Hukum Perdata, dapat terjadi apabila: 

1. Seorang kreditur melunasi orang berpiutang lain yang berdasarkan hak 

istimewa atau hak tanggungan mempunyai suatu hak yang lebih tinggi. 

2. Sesorang membeli benda tetap yang tela memakai uang harga benda 

tersebut untuk melunasi orang berpiutang kepada siapa benda itu 

diperikatkan dengan hak tanggungan. 

3. Orang yang bersama-sama dengan orang lain atau utuk orang lain 

diwajibkan membayar hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang 

itu, seperti pada pembayaran oleh salah seorang kreditur pada hutang 

dengan tanggungan renteng atau pembayaran yang dilakukan oleh 

penanggung. 

4. Seorang ahli waris yang menerima dengan hak istimewa, tetapi telah 

membayar seluruh hutang pewaris.
90

 

Mengenai pelunasan hutang yang dilakukan pihak ketiga tersebut, 

merupakam sebagai subrogasi yang terjadi karena Undang-Undang, pihak 

ketiga tersebut membayar hutangg debitur karena adanya kepentingan untuk 

melunasinya tanpa perlu adanya persetujuan antara para pihak, baik itu antara 

pihak ketiga dengan kreditur maupun antara pihak ketiga dengan debitur, 

sebagaimana dengan dinyatakannya dalam pasal 1402 angka tiga 

KUHPerdata: “untuk seorang yang bersama-sama dengan orang lain maupun 
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untuk orang lain, diwajibkan untuk membayar hutang, berkepentingan untuk 

membayar suatu hutang, berkepentingan untuk melunasi hutang tersebut”. 

Subrogasi  yang dilakukan pihak ketiga disini bukan hanya untuk 

membebaskan debitur dari hutang-hutangnya dan kewajiban lainnya 

melainkan pihak ketiga menggantikan kedudukan kreditur lama menjadi 

kreditur baru sehingga debitur mempunyai kewajiban untuk membayar 

hutanna kepada pihak ketiga sebagai kreditur baru. 

Selanjutnya mengenai ketenuan subrogasi berdasarkan prinsip syariah 

dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Umum 

Dalam Fatwa ini yang dimaksud dengan: 

a) Subrogasi adalah hak da’in lama oleh da’in baru karena piutang 

da’in lama dilunasi oleh da’in baru. 

b) Subrogasi berdasarkan prinsip syariah adalah  pergantian hak da’in 

lama dengan da’in baru karena piutang da‟in lama dilunasi oleh 

da’in baru berdasarkan prinsip syariah. 

c) Kopensasi (iwadh) adalah imbalan (prestasu) yang diterima para 

pihak (da’in lama dan da’in baru) pada subrogasi yang disertai 

pertukaran prestasi, baik bersifat menguntungkan atau tidak. 

d) Akad pengalihan piutang (hawalah al-haq) adalah perjanjian (akad) 

antara da’in dengan pihak ketiga (da’in baru) dalam rangka 

mengalihkan piutangnya. 

e) Akad wakalah adalah akad pemberian kuasa dari pihak ketiga 

(da’in baru) kepada da’in (lama) untuk membeli barang dan 

pemberian kuasa dari da’in baru kepada da’in (lama) untuk 

menerima pembayaran hutang dari madin. 

f) Da’in adalah pihak yang memiliki hak tagih (piutang). 

g) Madin adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk membayar 

hutang. 



 

2. Ketentuan Hukum 

Pelaksanaan subrogasi berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan 

dan wajib mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini. 

3. Ketentuan terkait para pihak dan Mekanisme 

1) Pihak-pihak yang melakukan akad 

a. Da’in lama sebagai pihak yang mengalihkan piutang. 

b. Da’in baru sebagai pihak yang menerima pengalihan piutang. 

2) Mekanisme subrogasi tanpa kompensasi (iwadh) 

a. Da’in memiliki piutang kepada madin 

b. Da’in mengajukan penawaran keppada pihak ketiga (calon 

da’in baru) untuk mengalihkan piutangnya dan pihak ketiga 

menyetujuinya. 

c. Da’in lama dan pihak ketiga (da’in baru) melakukan akad 

subrogasi pengalihan piutang. 

d. Da’in baru menerima pembayaran dari nasabah secara bertahap 

sesuai kesepakatan. 

3) Mekanisme subrogasi dengan kompensasi (iwadh) dan tanpa 

wakalah pengembalian barang. 

a. Da’in mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga. 

b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan 

analisis dari beragai fungsi. 

c. Pihak ketiga membeli barang di bursa atau diluar bursa yang 

disetujui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

untuk mengalihkan piutang (melalui jual beli) milik dain. 

d. Da’in dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan 

dilakukan: 

1. Dain menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga. 

2. Pihak ketiga (da’in baru) menyerahkan barang untuk 

membayar harga piutang da’in (lama) 



 

3. Da’in baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada 

dain lama untuk menerima pembayaran dan atau pelunasan 

hutang dari madin untuk disampaikan kepada da’in baru. 

4) Mekanisme subrogasi dengan kompensasi (iwadh) dan wakalah 

pembelian barang 

a. Da’in mengajukan pengalihan piutangnya kepada pihak ketiga. 

b. Pihak ketiga menyetujui penawaran tersebut setelah dilakukan 

analisis dari berbagai sisi. 

c. Pihak ketiga memberi kuasa (akad wakalah) kepada da’in 

untuk membelu barang yang akan dijadikam harga (tsaman). 

d. Da’in dan pihak ketiga melakukan akad pengalihan piutang dan 

dilakukan: 

1. Da’in menyerahkan dokumen piutang kepada pihak ketiga. 

2. Pihak ketiga (da’in baru) menyerahkan barang untuk 

membayar harga piutang da‟in lama. 

3. Da’in baru dapat memberikan kuasa (akad wakalah) kepada 

da’in lama untuk menerima pembayaran dan atau 

pelunasan hutang dari madin untuk disampaikan kepada 

da’in baru, adapun tabel pembandingan subrogsi tanpa 

kompensasi (iwadh) dan subrogasi dengan kompensasi 

(iwadh), sebagai berikut: 

Tabel 1.1 perbedaan subrogai tanpa kompensasi (iwadh) 

dan subrogasi dengan kompensasi (iwadh) 

Subrogasi tanpa 

kompensasi (iwadh) 

Subrogasi dengan kompensasi 

(iwadh) 

1. Subrogasi terjadi 

karena akad 

subrogasi 

pengalihan 

piutang 

1) Subrogasi terjadi karena akad 

subrogasi pengalihan hutang 

dengan cara jual beli piutang. 



 

2. Penggantian hak 

da’in lama 

kepada da‟in baru 

merupakan akibat 

yang timbul oleh 

karena pelunasan 

piutang da’in 

lama oleh d’in 

baru. 

2) penggantian hak da’in lama 

kepada da’in baru timbul 

berbagai akibat pelunasan 

piutang da’in lama dengan cara 

jual beli piutng. 

3. Akad yng 

digunakan 

merupakan akad 

tabarru. 

3) Akad yang digunakan 

merupakan akad tijari. 

 

5) Ketentuan Khusus  

a. Biaya subrogasi yang timbul menjadi beban da’in baru sesuai 

kesepakatan. 

b. Bentuk subrogasi yang disertai dengan kompensasi dalam 

hukum perdata Indonesia dikenal dengan Cessie. 

c. Pengalihan piutang (melalui jual beli) harus memenuhi 

ketentuan-ketentuan khusus, sebagai berikut: 

1. Piutang uang (al-da’in al-naqdi) hanya boleh dialihkan 

dengan barang (sil’ah) ebagai alat bayar (tsaman). 

2. Piutang yang akan dialihkan harus jelas jumlah dan 

spesifikasinya. 

3. Piutang yang dialihkan tidak sedang dijadikan jaminan (al-

rahn). Piutang yang sedang dijadikan jaminan boleh dijual 

setelah mendapat isin dari penerima jaminan. 

4. Barang (sil’ah) yang dijadikan sebagai alat pebayaran 

(tsaman) harus barang yang halal, jelas jenis serta nilainya 

sesuai kesepakatan. 



 

5. Ketika transaksi pengalihan piutang dilakukan, da’in baru 

harus sudah memiliki sil’ah yang akan dijadikan tsaman, 

baik dibeli di bursa maupun diluar bursa, baik dibeli sendiri 

maupun melalui wakil. 

6. Pembayaran tanpa harga atas pengalihan piutang harus 

dilakukan secara tunai. 

7. Subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah 

berdasarkan syariah dan perturan perundang-undangan 

yang berlaku. Sedangkan yang terkait perbedaan, berikut 

tabel perbedaan teori surogasi berdasarkan KUHPerdata 

dan Fatwa DSN MUI: 

Tabel 1.2 Perbedaan Teori subrogasi Berdasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa 

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Kategori KUHPerdata Fatwa DSN MUI 

Definisi  1. Tidak mengatur 

hal tersebut. 

2. Sebagai 

subrogasi dalam 

KUHPerdata ada 

tanpa melalui 

perjanjian, 

bahkan otomatis 

terjadi dan 

dilindungi 

Undang-undang. 

3. Pembayaran 

sebagai piutang 

kreditur tetap 

menyebabkan 

subrogasi, 

dengan peralihan 

hak sebesar yang 

dibayarkan. 

1. Mengharuskan 

seluruh akad 

subrogasi 

sesuai dengan 

tuntunan 

syariah (Al-

Quran dan 

Hadist). 

2. Subrogsi 

dalam Fatwa 

DSN MUI 

hanya bisa 

dilaksanakan 

melalui 

perjanjian 

(akad). 

3. Subrogasi 

terjadi jika 

piutan dibayar 

lunas 



 

Dasar 

Hukum 

Buku III Kitab 

Undang-Undang 

Hukum Perdata 

Pasal 1400 sampai 

dengan Pasal 1403. 

Fatwa Dewan 

Syariah Nasional 

Majelis Ulama 

Imdonesia No: 

104/DSN-

MUI/X/2016 

tentang subrogasi 

berdasarkan 

prinsip syariah. 

Subyek 

Hukum 

1. Kreditur atau 

da’in lama tidak 

terlibat menjadi 

para pihak pada 

subrogasi atas 

inisiatif debitur. 

2. Pada perjanjian 

subrogasu 

debitur menjadi 

bagian dari para 

pihak (terlebih 

dalam subrogasi 

atas inisiatif 

debitur). 

1. Kreditur atau 

da’in lama 

selalu menjadi 

bagian dari 

para pihak 

didalam akad 

subrogasi 

2. Pada akad 

subrogai 

debitur bukan 

termasuk para 

pihak. 

Objek 

Hukum 

1. Tidak 

mensyaratkan 

demikian. 

2. Piutang 

berbentuk benda 

bergerak atau 

benda tidak 

bergerak dan 

benda berwujud 

atau benda tidak 

berwujud. 

3. Pembayaran 

piutang bisa 

menggunakan 

uang dan barang, 

dengan syarat 

bisa diserahkan 

oleh pihak 

ketiga. 

1. Piutang yang 

sah sesuai 

syariah (Al-

Quran dan 

Hadist). 

2. Piutang uang 

saja. 

3. Pada subrogasi 

dengan 

kompensasi 

wajib 

menjadikan 

barang sebagai 

alat bayar. 

Unsur-unsur 1. Kreditur dan 

debitur. 

2. Pembayaran 

piutang 

1. Para pihak 

(da’in lama 

dan da’in 

baru). 



 

(subrogasi tetap 

terjadi meskipun 

pembayarannya 

hanya sebagian 

piutang saja. 

3. Terjadi karena 

perjanjian dan 

undang-undang. 

2. Pelunasan 

piutang 

(subrogasi 

terjadi jika 

piutang 

dibayar lunas). 

3. Terjadi 

melalui akad 

(perjanjian). 

Akibat 

Hukum 

1. Debitur 

melanjutkan 

pembayaran 

kepada pihak 

ketiga atau 

kreditur baru. 

2. Tidak ada 

keuntungan dan 

kerugian para 

pihak secara 

materil pada 

subrogasi ini. 

1. Debitur 

melakukan 

pembayaran 

atas hutangnya 

kepada da’in 

baru, serta bisa 

juga kepada 

da’in lama 

dalam hal 

da’in baru 

memberikan 

kewenangan 

(akad 

wakalah) 

kepada da’in 

lama untuk 

menerima 

pembayaran 

dari debitur. 

2. Pada subrogasi 

dengan 

kompensasi 

terdapat selisih 

(keunungan 

atau kerugian) 

yang 

ditanggung 

oleh para 

pihak (da’in 

lama dan da’in 

baru) atau jual 

beli piutang. 



 

Penyelesaian 

Hukum 

1. Non litigasi 

berupa alternatif 

penyelesaian 

sengketa melalui: 

konsultasi, 

negoisasi, 

mediasi, 

konsiliasi dan 

penilaian ahli 

serta arbitrase 

dalam hal ini 

BANI (badan 

arbitrase nasional 

indonesia). 

2. Alur litigasi 

melalui 

pengadilan 

negeri. 

1. Non litigasi 

berupa 

alternatif 

penyelesaian 

sengketa 

berupa: 

musyawarah, 

mediasi 

perbankan dan 

arbitrase 

dalam hal 

BASYARNAS 

(badan 

arbitrase 

syariah 

nasional). 

2. Jalur litigasi 

melalui 

pengadilan 

agama. 

 

Setiap perselisihan atau perbedaan yang timbul dari antara para pihak 

sehubungan dengan perjanjian “sengketa” wajib diselesaikan secara 

musyawarah untuk membentuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari. Jika 

sengketa tidak dapat terselesaikan dalam jangka waktu tersebut yang sudah 

sesuai tersebut setelah dimulainya musyawarah, maka sengketa wajib 

diselesaikan dikantor pengadilan negeri Jakarta.
91

 

Selain perbandingan diatas, perbedaan lainnyapun terdapat di ketentuan 

subrogasi adalah penuangan perjanjian dalam akta otentik dan kehadiran 

saksi. Pada ketentuan pelaksanaan subrogasi syariah, perjanjian yang 

dibuatkan akta notaris serta dihadirkan tiga orang saksi. Dan sedangkan peda 

perjanjian hutang piutang subrogasi, tidak dapat dibuat notaris dan tidak 

dihadiri oleh seorang saksi, dari analisis perbandingan diatas, dapat 

dituangkan kedalam sebuah tabel sederhana agar dapat dipahami, yaitu 

sebagai berikut: 
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 Perjanjian Utang Piutang Subrogasi,..., h. 7. 



 

Tabel 1.3 Perbedaan Ketentuan Pelaksanaan Subrogasi Berasarkan 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah 

Nasional  Majelis Ulama Indonesia 

kategori KUHPerdata Fatwa DSN MUI 

Hubungan 

Hukum 

Para pihak memiliki hubungan 

prikatan hutangpiutang pihak ke 

berutang kepada pihak ke satu 

pihak ke satu berutang kepada 

pihak ke tiga sehingga terjadi 

pengalihan hutang menjadi pihak 

ke dua berutng kepada pihak 

ketiga. 

Da’in baru (pihak ketiga) 

tidak memiliki hubungan 

perikatan baik dengan 

madin maupun da’in 

lama. 

Subyek 

Hukum 

subyek hukum terdiri dari, 

kreditur, debitur dan pihak ketiga. 

Subyek hukum terdiri 

dari, debitur (madin) dan 

pihak ketiga (da’in baru). 

 1. Perjanjian tidak hapus, hanya 

saja terjadi peralihan 

kedudukan pihak ketiga 

menjadi kreditur baru. 

Sehingga semua komponen 

yang diatur kembali pada akta 

subrogasi sesuai fatwa, bukan 

berarti tidak ada pada 

perjanjian ini, melainkan telah 

ada dan melanjutkan perjanjian 

sebelumnya. 

2. Kreditur lama memiliki 

kemungkinan menerima 

pembayaran dari debitur untuk 

selanjutnya maksimal dua hari 

harus disampaikan kepada 

pihak ketiga, dan akan 

dikenakan denda 2% perbulan 

jika terlambat diserahkan. 

3. Biaya yang timbul dari 

subrogasi menjadi beban 

debitur dan kreditur lama. 

1. Perjanjian lama hapus 

karena pembayaran, 

sehingga muncul 

perjanjian baru yang 

sangat berbeda 

dengan perjanjian 

sebelumnya (antara 

madin dan da’in 

lama). Sehingga 

beberapa komponen 

perjanjian diatur 

kembali pada akta 

subrogasi tersebut 

antara lain: upaya 

pengawasan terhadap 

madin, pembatasan 

tindakan madin, 

asuransi pembiayaan, 

jaminan, cara 

pembayaran dan 

jangka waktu, cidera 

janji dan akibatnya, 

serta denda 

keterlambatannya. 

2. Madin harus 

membayar langsung 

kepada da’in baru. 



 

3. Semua biaya yang 

timbul sebagai akibat 

subrogasi menjadi 

beban nasabah 

(madin) dan kreditur 

lama. 

Proses 

Subrogasi 

1. Pengalihan dilakukan oleh 

kreditur dan debtur atas 

persetujuan pihak ketiga. 

2. Tidak terdapat saksi dan tidak 

dimuat dalam akta otentik. 

1. Pengalihan dilakukan 

tanpa melibatkan 

kreditur (da’in lama) 

2. Perjanjian dihadiri 

oleh tiga orang saksi 

dan dimuat dalam 

akta otentik. 

 

Demikian analisis penulis mengenai persamaan dan perbedaan antara 

subrogasi yang berasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Fatwa 

Dewan Ssyariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dapat disimpulkan 

dengan persamaan yang dimiliki keduanya, antara lain: 

1. Penggantin hak atas piutang kreditur oleh pihak ketiga. 

2. Pembayaran atau pelunasan oleh pihak ketiga terhadap piutang 

dimiliki oleh kreditur. 

3. Sebagian subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

semua subrogasi pada Fatwa Dewan Syariah Nasional yang 

didasarkan atas akad perjanjian. 

4. Keduanya sama-sama mensyaratkan piutang yang sah menurut 

ketentuan Undang-undang. 

5. Keduanya sama-sama merupakan transaksi yang secara esensi 

memiliki nilai akadnya. 

6. Baik subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun 

Fatwa, dan sama-sama memiliki jalur penyelesaian sengketa litigasi 

dan non litigasinya masing-masing. 

 



 

B. Analisis Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dan Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Majelis Ulama  Indonesia 

Peraturan subrogasi dalan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia tidaklah sempurna, terlebih 

dulu apabila dituangkan edalam kontrak perjanjian. Sehingga terdapat 

kelebihan dan kekurangan antara lain, yaitu: 

1. Pada dasarnya subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

memiliki kelebihan pada sisi yang berasaskan tolong menolong. 

Meskipun sudah beberapa jenis subrogasi termasuk transasi berbasis 

laba. Nilai Tabarru terletak di tidak adanya pengambilan keuntungan 

pada transaksi subrogasi Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan 

subrogasi tanpa kompensas (iwadh). Sedangkan nilai tabarru yang ada 

disubrogasi dengan kompensasi merupakan pengambilan alihan 

piutang dari seorang yang tidak mampu. Pembelian piutang ini tidak 

semata-mata terjadi. Karenada‟in lama masih memiliki kemampuan. 

Sehingga ditransaksi subrogasi, pasti ada orang yang tertolong, jika 

pada subrogasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pihak 

yang tertolong bisa kreditur ataupun debitur, sedangkan pada 

subrogasi yang berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional, da’in 

lama lah yang merasa tertolong. 

2. Indonesia sebagai negara yang mayoritasnya muslim, dapat memberi 

perhatian besar terhadap perkembangan industri euangan syariah. 

Munculnya Fatwa tentang subrogasi syariah menyebabkan 

bertambahnya alternatif bagi orang-orang muslim indonesia tetap 

melaksanakan bisnis sesuai dengan tuntunan agama. Sudah jelas, 

subrogasi syariah memiliki kelebihan dari segi spiritual dibandingkan 

dengan subrogasi menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 



 

Terlebih dahulu pelaku bisnis industri syariah tidak hanya muslim, 

melainkan nonmuslim pun ikut berpartisipasi didalamnya. 

3. Dari segi mekanisme pelaksanaanya, subrogasi syariah memiliki 

keunggulan dari subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata. Mekanisme didalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 

sudah dijelakan secara detail, sehingga dapat meminimalisirkan 

kesalahan dalam akad pelaksanaan, terlebih mencegah terjadinya 

sengketa dikemudian hari. Berbeda dengan subrogasi Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, meskipun dalam pasalnya seperti 

memberikan contoh langsung dari jenis-jenis subrogasi. Tetapi, 

menurut penulis masih membuka peluang penafsiran yang berbeda 

setiap orang. Sehingga para pihak akan menyediakan dilapangan 

mengenai teknis perjanjian subrogasi. Akhirnya berdampak kepada 

besarnya kemungkinan perselisihan para pihak dikemudian hari. 

4. Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan salah satu dari 

peraturan hukum yang termasuk dalam hirarki peraturan perundang-

undangan di Indonesia. Sebagaimana sudah tercantum dalam Pasal 7 

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Kedudukan tersebut menjadikan subrogasi yang 

berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang memiliki 

kelebihan dan bisa dijadikan sumber hukum secara langsung. Berbeda 

dengan Fatwa yang hanya merupakan salah satu doktrin hukum 

diindonesia. Sehingga dalam pelaksanaannya, ketentuan Fatwa masih 

harus dilakukan positifisasi yang menjadi peraturan perundang-

undangan dalam industri keuangan biasa di posotifisasi menjadi 

SEOJK atau POJK. 

5. Pada ketentuan pelaksanaannya subrogasi baik berdasarkan dalam 

KUH Perdata maupun Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia memiliki kelemahan yang sama, yaitu ada beberapa 

perbedaan yang sangat mendasar dengan teori yang ada di ketentuan 

subrogasi. Perbedaan atau ketidak sesuaian itu dapat menjadi celah 



 

terjadinya sengketa dikemudian harinya. Terlebih dahulu pada 

subrogasi yang berdasarkan Fatwa harus seleruhnya sesuai dengan 

syariah. Kondisi ini sangat dipengaruhi dengan background 

pendidikan dan tingkat wawasan para pelaku bisnis atau para pihak 

yang melakukan perjanjian subrogasi. 

Upaya penyelesaian hutang juga dapat ditempuh dengan dua cara, yakni 

melalui litigasi atau pengadilan dan non litigasi. Upaya hukum melalui jalur 

pengadilan lebih dikenal rumit dan biaya yang sangat mahal, terlebih dengan 

masa sidang yang sangat panjang. Maka masih banyak lembaga yang 

direkomendasikan oleh pemerintah sebagai alternatif penyelesaian hutang.
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Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata memiliki 

alur penyelesaian hutang yang sama dengan perikatan lain. Pengadilan 

bukanlah satu-satunya lembaga untuk menyelesaikan sengketa, terdapat jalur 

alternatif yang bisa ditempuh, sesuai Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 

30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian hutang, bahwa 

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian hutang atau 

beda pendapat melalu prosedur yang disepakati para pihak, yakni 

penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, 

konsiliasi dan penilaian ahli”
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 salah satu lembaga penyelesaian hutang 

adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Biasanya klausula 

penyelesaian hutang terletak di akhir perjanjian sesuai dengan kesepakatan. 

Kesepakatan para pihak biasanya mendahulukan musyawarah, alternatif 

penyelesaian hutang berupa penyelesaian di BANI dan terakhir  adalah upaya 

hukum dipengadilan Negeri. Dengan menentukan domisili hukum, apabila 

pihak berbeda kota, berdasarkan syariah setelah tidak tercapainya 

kesepakatan melalui musyawarah.”
94

 Hal ini berbeda dengan jalur 

penyelesaian hutang subrogasi syariah. Sebagaimana yang tercantum dalam 
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ketentuan penutup Fatwa yang menyatakan: “Jika salah satu pihak tidak 

menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisian diantara para pihak, 

maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa. 

Subrogasi berdasarkan KUH Perdata menggunakan penyelesaian sengketa 

berupa musyawarah mufakat yang mempunyai jangka waktu dan langsung 

menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Negeri jika tidak tercapai 

mufakat. Hal ini tertuang dalam klausula penyelesaian sengketa yaitu: Setiap 

perselisihan atau perbedaan yang timbul antara Para Pihak sehubungan 

dengan Perjanjian ini “Sengketa” wajib diselesaikan secara musyawarah 

untuk mufakat dalam jangka waktu 30 hari. Apabila Sengketa tidak dapat 

diselesaikan dalam jangka waktu tersebut setelah dimulainya musyawarah, 

maka Sengketa wajib diselesaikan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta. 

subrogasi syariah, perjanjian dibuatkan akta notaris serta dihadiri oleh 3 (tiga) 

orang saksi. Sedangkan pada Perjanjian Utang Piutang Subrogasi, tidak 

dibuat di hadapan notaris dan tidak dihadiri oleh saksi.
95

 

Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai dengan Pasal 52 

ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

yaitu:
96

 

a. Musyawarah. 

b. Mediasi Perbankan. 

c. Arbitrase, umunya diselesaikan oleh BASYARNAS sedangkan jalur 

litigasi yang bisa ditempuh yaitu melalui peradilan agama, 

sebagaimana terdapat pata ketentuan dalam Pasal 49 Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Jo peraturan Mahkamah 

Agung RI Nomor 14 tahun 2016 tentang tata cara penyelesaian 

sengketa ekonom syariah. 
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Kemudian sama dengan perikatan yang lainnya, pada bagian penutup akad 

disertakan klausula opsi penyelesaian sengketa syariah yang telah sesuai 

dengan kesepakatam para pihak. Dalam kitab Undang-undang Hukum 

Perdata subrogasi diatur dalam pasal 1400 sampai dengan pasal 1403 

KUHPerdata. Dalam isinya, pada pasal 1400 menjelaskan tentang subrogasi 

atau penggantian hak-hak siberpiutang oleh seorang pihak ketiga, yang 

membayar kepada siberpiutang tersebut, terjadi karena perjanjian maupun 

Undang-undang. Subrogasi terjadi karena perjanjian diatur dalam pasal 1401 

KUHPerdata, ada dua kemungkinan terjadinya subrogasi tersebut, yaitu: 

Pertama, seorang pihak ketiga datang kepada kreditur dan mengutarakan 

untuk melunasi hutang debitur. Apabila kreditur menerima pembayaran dari 

pihak ketiga tersebut, maka menurut hukum seorang pihak ketiga tersebut 

menggantikan kedudukan dan hak-hak kreditur termasuk jaminan-jaminan 

yang ada misalnya hipotik dan hak tanggungan. Undang-undang tidak 

menentukan cara  tertentu untuk terjadinya subrogasi shingga dapat bebas 

bagi seorang pihak ketiga yang akan membayar kepada kreditur.
97

 

Kedua, si debitur meminjam uang kepada pihk ketiga. Uang pinjaman 

tersebut digunakan oleh debitur untuk membayar hutangnya kepada kreditur. 

Agar pihak ketiga yang meminjamkann uang kepada debitur menggantikan 

kedudukan dam hak-hak kreditur, maka: 

a. Harus dirumuskan kedalam akta notaris. 

b. Dalam perjanjian pinjam meminjam antara debitur dan pihak ketiga 

harus juga dirumuskan bahwa uang pinjaman tersebut digunakan untuk 

melunasi hutang debitur. 

c. Dan pelunasan kepada krediturnya harus ditegaskan bahwa pelunasan 

hutang ini berasal dari pinjaman piha ketiga yang akan menggantikan 

hak-hak kreditur. Berdasarkan ketentuan yang sudah ada, nasabah 
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sebagai pihak peminjam dana berkewajiban untuk mengembalikan 

kredit serta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah 

ditentukan dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah sebagi 

pinjaman dana. 

Apabila seorang pihak ketiga melunasi hutang seorang debitur kepada 

krediturnya yang asli, maka lenyaplah hubungan hukum antara debitur, 

dengan debitur asli. Akan tetapi, pada saat yang sama hubungan hukum, tadi 

beralih kepada pihak ketiga yang melakukan pembayaran kepada kreditur 

asli. Dengan pembayaran tersebut maka perikatan itu sendiri tidak lenyap 

tetapi yang terjadi adalah pergeseran kedudukan kreditur kepada orang lain.
98

 

Penyelesaian hutang melalui subrogasi berdasarkan Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata merupakan terjadinya salah satu alasan penghapusan 

perikatan sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1400 sampai dengan 

pasal 1403 KUHPerdata, dimana pihak ketiga menggantikan kedudukan 

debitur atau si berutang untuk membayar kepada kreditur baik terjadi karena 

persetujuan maupun karena Undang-undang, sehingga perikatan antara 

debitur dan kreditur asli menjadi hapus. 

Subrogasi adalah salah satu bentuk perjanjian tertulis antara tiga pihak, 

dimana penjamin memberikan jaminan kepada pihak kedua untuk 

kepentingan pihak ketiga. Dalam perjanjian tersebut telah disepakatkan 

bahwa apibila pihak yang dijamin lalai atau gagal menyelesaikan 

kewajibannya terhadap kepihak ketiga atas apa yang telah diperjanjikan, 

maka pihak penjamin akan menggantikan kedudukan principal untuk 

menyelesaikan pekerjaan atau membayar sejumlah klaim sesuai dengan nilai 

kerugian berdasarkan perjanjian tadi yang telah disepakati bersama. Dengan 

menyelesaikan pembayaran oleh penjamin, tidak menghilangkan kewajiban 

principal untuk membayar kembali kepada penjamin sebesar nilai yang telah 
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dibayarkan kepada oleh pihak ke tiga. Terdapat empat keadaan atau sumber-

sumber dimana seorang penanggung memperoleh hak subrogasi, diantaranya 

sebagai berikut:
99

 

1) Tort (perbuatan melanggar hukum) Tort adalah peruatan yang 

melanggar hukum kepatuhan. Yaitu kesalahan yang sifatnya perdata 

dan bukan merupakan tindakan kriminal, apabila poko pertanggungan 

mengalami kerugian atau kerusakan yang dijamin dalam polis dan 

disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian (sesuai dengan pasal 1365 

dan 1369 KUHPerdata), maka pihak ketiga yang menimbulkan 

kerugian atau kerusakan wajib bertanggung jawab atas seluruh 

kerugian atau kerusakan yang terjadi. Setelah penanggung membayar 

ganti rugi , maka penanggungmemperoleh hak subrogasi dari pihak 

penanggung untuk dapat menuntut pihak ketiga yang mengakibatkan 

kerugian atau kerusakan atas kepentingan tertanggung tersebut. 

2) Contract (perjanjian atau kontrak) hak dan tanggung jawab masing-

masing pihak yang mengadakan kontrak atau perjanjian, lazimnya 

disebutkan didalam kontrak atau perjanjian. Sehingga jika salah satu 

pihak melakukan kelalaian menjalankan kontrak atau perjanjian 

tersebut, dapat menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka pihak 

yang bersalah wajb mengganti kerugian. 

3) Law (Undang-undang) di Inggris, jika terjadi kerusuhan yang dapat 

mengakibatkan kerugian dan kerusakan maka pemerintah daerah 

setempat akan bertanggung jawab, dan akan melibatkan pihak 

kepolisian. Apabila penanggung telah membayar ganti rugi kepada 

tertanggung, maka penanggung bisa meminta gani rugi atau 

penggantian kembli kepada pihak kepolisisan (hak subrogasi). 

4) Subject Matter Of Insurance (pokok pertanggungan) dalam hal ini 

terjadi klaim yang dianggap sebagai kerugian total, maka tertanggung 

akan menerima ganti rugi penuh. Jika terdapat sisa barang maka sisa 
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barang akan menjadi milik penanggun stelah klaim atas kerugiannya 

diselesaikan atau dibayar. Sisa barang tersebut mempunyai nilai 

ekonomis apabila dijual dan juga merupakan salah satu dari hak 

subrogasi.
100

 

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 subrogasi 

berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan tiga mekanisme yang juga sudah 

dijelaskan diatas, berdasarkan mekanisme yang dijelaskan dalam Fatwa pada 

dasrnya mekanisme subrogasi dengan prinsip syariah dapat digunakan dalam 

penyelesaian hutang, terdapat pada Fatwa 104/DSN-MUI/X/20116 juga 

mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan khusus antara yang salah satunya 

disebutkan bahwa subrogasi hanya boleh dilakukan atas piutang yang sah  

berdasarkan syariah dan peraturan perundang-undang yang berlaku saat ini. 
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BAB IV 

  PENUTUP 

A. Kesimpulan  

1. Persamaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum  Perdata dan 

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yaitu, 

perubahan kedudukan pihak ketiga menjadi kreditur, pembayaran atau 

pelunasan kepada pihak ketiga atas piutang kreditur lama, sebagian 

subrogasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan subrogasi 

Fatwa Dewan Syariah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia ini terjadi 

karena akad perjanjian. Keduanya sama-sama berpiutang yang sesuai 

dengan Undang-undang dan mempunyai jalan penyelesaian yaitu 

dengan penyelesaian hutang litigasi dan non litigasi. Sedangkan 

perbedaan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu 

Hukum halal dan haram dalam pandangan Islam, pembayaran sebagian 

tetap menyebabkan subrogasi pada Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. Menurut Fatwa harus lunas keterlibatan debitur yang tidak ada 

di subrogasi syariah, piutang harus sah sesuai dengan syariah pada 

subrogasi syariah, subrogasi bisa terjadi berdasarkan Undang-undang 

pada subrogasi menurut pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  

2. Penyelesaian Hutang Melalui Subrogasi juga dapat ditempuh dengan 

dua cara, yakni melalui litigasi atau pengadilan dan non litigasi. Upaya 

hukum melalui jalur pengadilan lebih dikenal rumit dan biaya yang 

sangat mahal, terlebih dengan masa sidang yang sangat panjang. 

Subrogasi yang berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

memiliki alur penyelesaian hutang yng sama dengan perikatan lain, 

terdapat jalur alternatif yang bisa ditempuh, sesuai Pasal 1 ayat (10) 

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif 

penyelesaian hutang, salah satu lembaga penyelesaian hutang adalah 

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 

 



 

B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, tak lupa pula ada beberapa peneliti 

merekomendasikan beberapa  hal, sebagai ber ikut:  

1. Pemerintah dalam hal Otoritas Jasa Keuangan diharapkan segera 

melakukan upaya regulasi kepada seluruh ketentuan yang ada di Fatwa 

Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia Nomor: 104/DSN-

MUI/X/2016 tentang subrogasi berdasarkan prinsip syariah guna 

mengisi kekosongan hukum yang mengenai subrogasi pada lembaga 

keuangan syariah. 

2. Para pelaku bisnis syariah hendaklah menjadikan konsep subrogasi 

sebagai salah satu instrument untuk mengatasi angka non forming 

finance. Dan sebelum melakukan subrogasi, diharapkan pelaku binis 

harus bisa mencari dan meningkatkan wawasan yang mengenai 

subrogasi ini, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

maupun Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Terlebih ke 

pelaku bisnis syariah yang harus menguasai dengan benar dan 

menyeluruh mengenai prinsip-prinsip syariah, khususnya terkait 

subrogasi syariah. Hal ini agar dapat kontrak perjanjian yang dibuat 

sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya, tanpa sedikitpun celah 

bagi terjadinya sengketa para pihak dikemudian hari. 

3. Sebagai mahasiswa kaum intelektual, kiranya dapat menjadi pengawas 

dari setiap tindak-tanduk yang dilakukan oleh negara dan masyarakat, 

guna menjaga keseimbangan antara keduanya dan tetap menyuarakan 

suara  kehaniefan demi rakyat, untuk rakyat dan dari rakyat. 

 

 

 

 



 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku  

Al-Fauzan, Saleh, Fiqih Sehari-hari, Jakarata: Gema Insana Perss, 2005. 

Al-Kasani, Al-Bada‟i‟u As-Shana‟i‟u, Jilid VI, h. 16 dan seterusnya Ibnu 

Rusyd, Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqthasid, Jilid II, 

h. 295 dan seterusnya Asy-Syirazi, Al-Muhazzab, Jilid 1, h. 238 

dan Ibnu Qudamah. 

Ahmadi, Fahmi Muhammad dan Jaenal Arifin, Metode Penelitian Hukum 

Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2010. 

Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metologi Penelitian Hukum, Cet. I 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. 

Antonio, Muhammad Syafii, Bank Syariah dari Teori Praktik, Jakarta: 

Gema Insani, 2012. 

Arikunto, Suharsini, prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, 

Rineka Cipta, Jakarta, 1993. 

Az-Zuhaili, Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid ke-6 Edisi 

Indonesia, Depok: Gema Insani, 2007. 

Budiono, Herlien, Ajaran umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di 

Bidang Kenotariatan, PT. Citra Adiya Bakti, Bandung, 2014. 

Bukhari, Sahih, Hadist Nomor 2125. 

Dahlan, Abdul Aziz, Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru 

Van Hoeve 2006. 

Darft Perjanjian Utang Piutang Subrogasi. 

Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam 

Meyelesaikan Masalah-masalah Praktis Cet, 3 Jakarta: Kencana, 

2006. Republik Indonesia, Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, Pasal 1400. 

Hartono, Sri Rezeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar 

Grafika, Jakarta, 2001. 



 

Hasan, M. Ali, Berbagi Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah), 

Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003. 

Harahap, M Yahya, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni, 1982. 

Hartati, Endah dan Suharnoko, Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie, 

Jakarta: kencana, 2008. 

Ja‟far, A. Khumedi, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Bandar Lampung: 

Permatanet Publishing. 

Kie, Tan Thong, Studi Notariat dan Serba serbi Praktek Notaris, Jakarta: 

PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 2007. 

Mahmud, Metode Penelitian pendidikan, CV Pustaka Setia, Bandung, 

2011. 

Manan, Bagir, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta: FH UII Pers, 2004. 

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana, 2012. 

Muslich, Ahmad Wardi, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah, Cet 1. 

Rasjid, Sulaiman, Fiqh Islam Hukum Fiqh Lengkap, Bandung: Sinar Baru 

Algensindo, 2012. 

Rusyd, Ibnu, Biadayah Al-Mujtahid, Kahiran: Al-Jamliah, 1329 H. 

Satrio, J. Cessie, Subrogatie, Novatie, Komperatie dan Pecampuran Utang, 

Bandung: Alumni, 1999. 

Sahih Bukhori, Hadist Nomor 2125. 

Setiawan, I ketut Oka, Hukum Perikatan, Sinar Grafika, Jakarta: Lentera 

Hati, 2002. 

Shihab, M. Qurais, Tafsir Al-Misbah Vol 3, Jakarta: Lentera Hati, 2002. 

Soemitra, Andri, Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di 

Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer, Jakarta: 

Penadamedia Group, 2019. 
 

Sugiarto, Agus & Lina Sinarta, Panduan Pintar Cara Membuat Aneka 

Surat Perjanjian, Prestasi Pusaka, Jakarta, 2012. 

Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta, Raja Grafindo: 2002. 



 

Zulkifli, Sunarto, Paduan Praktis Perbankan Syariah, Jakarta: Zikrul 

Hakim. 

B. Artikel dan Jurnal 

Edukasi PPKN, Pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan 

Hukum Perdata di Indonesia. Artikel diakses pada 20 Januari 2022 

dari http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-

kitabundangundang.html?m=// 

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 12 Februari 2022 

dari http://kamushukum.we.id/arti-kata/akibat+hukum/ 

Kamus Hukum Online Indonesia, Diakses pada tanggal 8 Maret 2022 dari 

http://kamushukum.we.id/arti-kata/sengketa/ 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, diakses pada 12 Februari 2022 

dari http://kbbi.web.id/kreditor. 

Xtrempoint, Subrogasi (pembayaran hutang oleh pihak ketiga) dan 

syaratnya, http://hukumonline.com, diakses pada pukul 13.14 

tanggal 1 Desember 2021. 

Billah, Arif, Aspek Hukum Subrogasi dalam perjanjian kredit Bank 

dengan Jaminan hak tanggungan jika terjadi kredit macet, Jurnal 

pada Universitas Jember, tahun 2010. 

Fitriani, Yunesha Ratih, Implementasi Subrogasi Dengan astgeving 

Sebagai Instrumen Hukum Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, 

Jurnal Universitas Islam Indonesia, tahun 2017. 

 

Mahrus, Moh. Luthfi, Analisis Pencatatan Piutang Subrogasi pada 

Perusahaan Penjamin, Jurnal Riset Terapan Akuntansi, Vol. 4, No. 

1, 2020. 

Hasanah, Nur dan Mohammad Ghozali, Analisis Hukum Terhadap Praktik 

Produk JasaPerbankan Syariah Fee Based Service, Iain Ponorogo: 

Jurnal Diklat Keagamaan, Vol. 12 No. 2 April-Juni 2018. 

 

Naufal, Muhammad Rizki., S.H., Aplikasi Akad Hiwalah Dalam 

Pengambil Alihan Hutang dari Perbankan Konvensional, Tesis 

Universitas Islam Indonesia, 2018. 

 

http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-kitabundangundang.html?m=//
http://www.edukasippkn.com/2015/10/pengertian-kitab-kitabundangundang.html?m=//
http://kamushukum.we.id/arti-kata/akibat+hukum/
http://kamushukum.we.id/arti-kata/sengketa/
http://kbbi.web.id/kreditor
http://hukumonline.com/


 

Nizaruddin, Hiwalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keungan Syariah, 

Jurnal STAIN Jurai Siwo Metro, Lampung, Vol. 1, No. 2, Tahun 

2013. 

Nopitayuni, Ni Komang dan Ni Nyoman Sukerti, Subrogasi Sebagai 

Upaya Hukum Terhadap penyelamatam benda Jaminan Milik 

Pihak Ketiga dalam hal Debitur Wanprestasi, Jurnal Fakultas 

Hukum Universitas Udayana, Denpasar, No. 02, Vol. 04, Tahun 

2016. 

Nopitayuni, Ni Komang, Subrogasi Sebagai Upaya Hukum Terhadap  

Penyelamatan Benda Jaminan Milik Pihak Ketiga Dalam Hal 

Debitur Wanprestasi, Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 5 (1), 

tahun 2017. 

 

Paturahman, Egi, Subrogasi Dalam Pembiayaan Murabahah Dalam 

Persepektif Hukum Ekonomi Syariah di PT Bank Syariah Mandiri 

(BSM) Surade-Jampang Kulon, Jurnal UIN Sunan Gunung Djati 

Bandung, tahun 2019. 

 

Putra, Aditya Bacharsyah Sri Turatmiyah dan Sri Handayani, Analisis 

Tentang Subrogasi Dalam Undang-Undang Hak Tanggungan 

Dikaitkan Dengan Ketentuan Pasal 1402 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata, Jurnal Sriwijaya University, Tahun 2019. 

Prilia, Eris, Implementasi Hawalah di BMT Fajar Kota Metro, Skripsi 

IAIN Metro, 2017. 

 

Toyyibi, Abdul Majid, Implementasi Hawalah pada Pembiayaan 

Bermasalah Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Syariah Usaha 

Gabungan Terpadu BMT, Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan, 

Vol 3, No 2, 2019. 

C. Peraturan Perundang-Undangan 

Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

Dewan Syariah Nasional, Fatwa Nomor: 104/DSN-MUI/X/2016 Tentang 

Subrogasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta: 2016. 

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif penyelesaian 

Sengketa. 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



111 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


